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1.1 Latar Belakang Masalah
Pelayanan yang baik terhadap pelanggan tetap menjadi tujuan utama rumah sakit agar pelanggan tidak melakukan penilaian buruk terhadap kinerja rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan terdiri dari bagian - bagian yang saling tergantung satu sama lain. Setiap organisasi memerlukan koordinasi dan komunikasi supaya masing-masing bagian dari organisasi bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Tanpa koordinasi sulit bagi rumah sakit untuk berfungsi dengan baik. Koordinasi dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi antara karyawan dengan karyawan, maupun pimpinan dengan karyawannya (Muninjaya, 2004).
Karyawan merupakan tulang punggung perusahaan sehingga keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak terlepas daripada peranan karyawan, karena karyawan bukan semata-mata menjadi obyek dalam mencapai tujuan perusahaan tetapi juga sebagai subjek atau pelaku. Karyawan dapat menjadi perencana, pelaksana, pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan tidak akan bergerak tanpa adanya karyawan, perusahaan tidak akan produktif apabila karyawan tidak kompeten atau memiliki prestasi kerja yang rendah. Sesorang bekerja pada dasarnya untuk pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan karena manusia adalah makhluk yang fungsional dan bertanggung jawab, baik kepada dirinya pribadi, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan dan juga terhadap Tuhan sang pencipta manusia (Sanaky, 2003). 
Loyalitas adalah suatu sikap mental dari karyawan yang ditunjukan dengan sikap setianya terhadap perusahaan walaupun perusahaan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan terburuk. Maka dari itu loyalitas juga bisa diartikan sebagai kesetiaan yang diberikan karyawan kepada perusahaan dimana perusahaan mampu membalasnya dengan sangat baik kepada karyawan. Menurut kamus ilmiah populer loyalitas berasal dari kata loyal yang bearti setia. Dalam hal ini loyalitas dapat diartikan sebagai kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Menurut Tjiptono (2006) loyalitas merupakan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan yang akan dapat menimbulkan rasa tangung jawab. Menurut Nitisemito (2004) loyalitas merupakan suatu sikap mental karyawan yang ditunjukan kepada keberadaan perusahaan sehinga karyawan akan tetap bertahan dalam perusahaan, meskipun perusahaan tersebut maju atau mundur
Secara umum loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku terbaik (Rasimin, 1988).
Menurut riset tingkat loyalitas karyawan di Indonesia relative masih sangat rendah, bahkan 22 persen lebih rendah dibandingkan dengan pekerja 10 negara lain dikawasan asia. Faktor penyebab rendahnya loyalitas karyawan di Indonesia disebabkan oleh Peluang karir yang minim, tingkat konpensasi yang rendah, kenyamanan kerja, dan aktualisasi diri. Disamping itu, profesionalisme menyebabkan definisi loyalitas bergeser dan bahkan berubah. Loyalitas tidak lagi dimaksudkan loyal kepada perusahaan, melainkan loyal terhadap profesi. (http://portalhr.com/, 2015).
Salah satu lembaga atau instansi yang harus terus memperhatikan loyalitas karyawannya adalah Rumah Sakit Jogja. Rumah Sakit Jogja merupakan Rumah Sakit milik negeri kelas B yang dimana mempunyai Visi dan Misi sebagai pelaksana pelayanan prima dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan dan mewujudkan pengembangan pelayanan perumahsakitan  dan manajemen rumah sakit yang memuaskan. Sekilas dari profil Rumah Sakit Jogja tersebut, tentu dalam menciptakan suatu rumah sakit yang berkembang diperlukan sistem manajemen  yang baik di ruang lingkup internal maupun eksternal sehingga terjalin kerjasama yang baik, terciptanya kepercayaan pada organisasi dan loyalitas yang tinggi karyawan terhadap perusahaan. Hal tersebut merupakan harapan dari Rumah Sakit Jogja namun pada kenyataannya tingkat loyalitas karyawan yang tinggi dan kepercayaan pada organisasi belum didapatkan pada Instansi tersebut. 
Berdasarkan  hasil observasi langsung, Rumah Sakit Jogja berharap 80 persen karyawan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap instansi , namun pada kenyataannya hanya 40 persen dari para karyawan yang di nilai benar – benar bekerja sesuai standart operasional dan mengabdi seutuhnya untuk perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kepada karyawan di bagian Manajemen di Rumah Sakit Jogja, menyatakan bahwa masih adanya miss informasi dalam komunikasi antara manager dan para karyawan. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan peraturan baru dikalangan manajemen internal yang bertujuan untuk mendisiplinkan karyawan secara tiba-tiba tanpa adanya diskusi terhadap karyawan yang terkait.  Laporan keuangan yang tidak pernah disajikan secara tranparan kepada karyawan, adanya seleksi penerimaan pegawai yang kadang kala bersifat situasional, dalam arti tertutup dan tidak diberikan informasi secara publik, meskipun menurut pimpinan Rumah Sakit hal ini dilakukan karena kebutuhan tenaga kerja yang harus ditanggulangi segera. Belum adanya system reward yang baik berupa penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi atau berpartisipasi aktif dalam pengembangan Rumah Sakit. Keluhan lainya adalah pemberian tugas yang terkadang tidak sesuai dengan bagian kerja para karyawan dalam arti dilimpahkan dan adanya batasan waktu yang sangat singkat dalam penyelesaian tugas. Ini membuat para karyawan tidak dapat mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, dan atasan tidak ingin mendengar alasan apapun dari para karyawan yang lalai dalam hal menjalankan tugas yang diberikan. Ini menyebabkan Rumah sakit Jogja selalu kehilangan loyalitas dari para karyawan dikarenakan kurangnya kepercayaan karyawan pada organisasi dan nilai – nilai kepemimpinan, walaupun masa pengabdian karyawan tersebut pada instansi tergolong cukup lama dan berkompetensi.
Menurut teori tentang loyalitas yang dikemukakan oleh Steers & Porter (1983), proses terciptanya loyalitas kerja dalam perusahaan berhubungan dengan dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan, dan kepercayaan yang pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai perusahaan.
Selain loyalitas, berdasarkan Demircan dan Ceylan, yang dikutip oleh  Amelia dan Masruroh (2013) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan sebuah komponen penting dari kehidupan yang memiliki konsekuensi yang menguntungkan staf dan organisasi sehingga diakui sebagai faktor yang menjamin karyawan bergerak menuju tujuan bersama dan bekerja sama dalam mengejar tujuan tersebut. Oleh karena itu, peranan pimpinan atau manager sangat diperlukan untuk memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kepercayaan antara karyawan dan bekerja dengan karyawan yang percaya satu sama lain. 
Menurut Cumming dan Bromiley, yang dikutip oleh Altuntas dan Baykal (2010) mengungkapkan bahwa konsep kepercayaan telah didefinisikan sebagai rasa percaya diri dan komitmen tanpa persepsi keraguan, dan ketakutan. Ha ini berarti, seseorang percaya bahwa ia akan menerima dukungan dan kolaborasi dalam memecahkan masalah pada saat dibutuhkan di perusahaan, tanpa adanya motif tersembunyi yang mendasari dan atau pikiran negatif pada bagian dari orang lain. 
Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Kupreychenko dan Rybakova (2014) mengenai Trust, Loyalty, and culture in organization, bahwa karyawan adalah sumber daya utama organisasi apapun, akan ketulusan, kebajikan, kepercayaan dan kesetiaan dari karyawan adalah merupakan keunggulan kompetitif utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa hubungan antara fenomena organisasi psikologis yang berbeda, seperti kepercayaan, kesetiaan, dan budaya organisasi dalam organisasi dengan berbagai bidang kegiatan. Hipotesis diuji dengan data survei organisasi yang berbeda: penerbitan, nanoteknologi, perbankan, PR, pemasaran. Hasil dari perbandingan dan analisis korelasi kepercayaan, kesetiaan dan jenis budaya organisasi telah memberikan bukti positif dari semua hipotesis. Hasil menyarankan bahwa komponen terpisah kepercayaan, kesetiaan, dan budaya yang berhubungan antara satu sama lain. Budaya organisasi terkait dengan organisasi kepercayaan dan loyalitas karyawan, yaitu jenis budaya memerlukan kombinasi tertentu dari indikator kepercayaan dan kesetiaan. Organisasi kepercayaan berkaitan dengan loyalitas karyawan, yaitu masing-masing komponen organisasi kepercayaan akan menentukan tingkat tertentu setiap jenis kesetiaan (organisasi, profesional, tenaga kerja). Selain itu perbedaan pilihan budaya dan indeks sebenarnya terbalik berkaitan dengan keseluruhan tingkat kepercayaan dan loyalitas.
Seiring dengan lahirnya undang- undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai aspek, dari segi manajemen perubahan dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah menjadi lebih eksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya dilihat dari tolak ukur stabilitas organisasi kini bergeser pada kemampuan organisasi untuk mengadaptasi perubahan. Faktor politik yang mempengaruhi perubahan peran organisasi dalam hal ini dimana organisasi publik menuntut penerapan Good Corporate Governance.
Penelitian yang dilakukan oleh Alvin dan Mustamu (2014) tentang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) menunjukan adanya implikasi manajerial yang kuat dalam memperkokoh perusahaan. Di sisi lain, kinerja karyawan, dan loyalitas karyawan adalah aspek lain yang menjadi pusat kajian Organizational Citizenship Behavior (OCB). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penggalian data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prinsip – prinsip Good Corporate Governance memiliki implikasi manajerial terhadap OCB karyawan. Salah satu permasalahan yang dominan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja secara lebih dari jam kerja atau bekerja overtime dari jam kerja biasanya, sehingga loyalitas karyawan menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini berarti loyalitas karyawan sangat berpengaruh positif terhadap perusahaan. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah (2011) mengenai implikasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Dan Kinerja Pegawai Di Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa di era globalisasi seperti ini seharusnya suatu organisasi lebih meningkatkan good corporate Governance untuk memperbaiki loyalitas pegawai terhadap organisasinya. Dengan adanya loyalitas yang baik di suatu organisasi maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di pengadilan negeri Surakarta dengan menggunakan 4 faktor yaitu Wawasam kedepan, Keterbukaan, Tanggung Jawab, dan Keadilan atau Kesetaraan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, ditarik beberapa kesimpulan yaitu , berdasarkan analisis descriptive diketahui bahwa adanya Pengaruh Good Corporate Governance positif terhadap Loyalitas karyawan dan tingkat kinerja sebesar 94,7 persen. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Setiawati dan Nengzih (2014) mengenai The effect of the implementation of good corporate governance principles and the effectiveness of internal control system disclosure of environmental accounting and its implications on the company performance (studies in state-owned and private hospitals in jakarta), menyatakan bahwa hasil dari pengujian hipotesis terhadap implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap lingkungan akutansi, efektivitas mempengaruhi system pengendalian internal pada lingkungan akutansi, sedangkan lingkungan akutansi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.
Berdasarkan penelitian yang dilakuka oleh Brandao dan Rego mengenai Social responbility: a new paradigm of hospital Governance (2013). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi tangung jawab sosial perusahaan dalam pelayanan kesehatan yaitu di lingkungan rumah sakit, menekankan peraturan khusus organisasi-organisasi pemerintahan secara kompleks dan megevaluasi jika model-model baru manajemen rumah sakit akan memerlukan mekanisme tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) untuk memenuhi tangung jawab social yang kuat. Tanggung jawab sosial mencakup aspek seperti pantangan dari bahaya lingkungan atau perlindungan keseluruhan stakeholder yang terdaftar dala penyelamatan pelayanan kesehatan.
Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Tabish (2012) mengenai pandangan terhadap Healtcare: From good to exceptional governance, menyatakan bahwa sebagai konsep rumah sakit pemerintahan telah diperluas untuk menyertakan keuangan dan unsur-unsur non finansial, tujuannya adalah untuk memungkinkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan mengawasi semua kegiatan rumah sakit termasuk kinerja klinik. Rumah sakit pemerintahan pada penelitian ini didasari pada akuntabilitas dan transparansi, Seperti penyediaan pelayanan kesehatan sosial masing-masing kelompok stakeholder. Sumber daya adalah salah satu masalah utama yang mendesak rumah sakit. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Jamali, dkk. (2009), mengenai Corporate governance and corporate social responsibility: evidence from the healthcare sector , menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di berbagai jenis organisasi kesehatan dalam konteks negara berkembang bersama dengan pemahaman yang berbeda dan penerapan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menyarankan beberapa dasar pemerintahan dilihat dari perbedaan antara profit dan non profit rumah sakit dalam hal struktur manajerial, kepemikiran, dan peran dewan direksi, serta orientasi yang berbeda terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.
Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Memiyanti, dkk (2015) mengenai etika kepemimpinan dan kepercayaan karyawan: perspektif pemerintahan, menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara dimensi-dimensi kepimimpinan dan kepercayaan karyawan dilihat dari tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Penelitian menegaskan pentingnya menetapkan individu yang cocok atau sesuai untuk menjadi pemimpin dan untuk perubahan dalam mechanisme tata kelola perusahaan dari perspektif kepemimpinan. Di sini, organisasi membutuhkan pemimpin yang lebih etis dalam menjalankan organisasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan karyawan. Dengan demikian, sangat penting untuk mempromosikan karakteristik etika perilaku kepemimpinan yang mempengaruhi kepercayaan karyawan dalam sebuah organisasi. Memahami perilaku etika dalam kepemimpinan dari perspektif tata kelola usaha yang sangat penting dalam mendapatkan kerjasama dari karyawan.
Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggung jawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi. Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi tertentu dengan prinsip- prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para stakeholders. Ada empat komponen  utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance menurut Kaen and Shaw (2003) yaitu fairness, tranparency, accountability, dan responsibilitas.  Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas perusahaan terutama bagian pelaporan keuangan dan juga dapat menjadi penghabat aktifitas rekayasa kinerja yang tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Dari teori yang digunakan, yaitu KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), menyatakan bahwa prinsip Keadilan (fairness) adalah perlakuan perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya diterima oleh pihak – pihak yang berkepentingan pada perusahaan. Prinsip fairness adalah hal yang mendasar bagi perusahaan, dimana bila tidak adanya kesetaraan, maka tidak adanya keadilan yang diterapkan pada karyawan di Rumah Sakit Jogja, dapat dipastikan bahwa setiap karyawan Rumah Sakit Jogja tidak tercipta rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Keterbukaan (Transparency) bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Jika prinsip keterbukaan (Tranparency) dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen di Rumah Sakit Jogja (Daniri, 2005). Akuntabilitas (Accountability) adalah kejelasan fungsi, stuktur, system, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau Manajer. Atau justru sebaliknya, Komisaris atau Manager mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan oleh Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar terciptanya suatu mechanism cheks anda balances kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan (Daniri, 2005). Tanggung jawab (Rensponsibility) perusahaan adalah keterlibatan yang aktif pada suatu organisasi dari setiap pelaku organisasi dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai organisasi. Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa pemimpin atau manager disebut sebagai pemegang kendali organisasi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah pemenuhan tangung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil oleh seseorang sesuai jabatannya (Sedarmayanti, 2003).
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Penerapan Unsur-Unsur Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Dengan Mediator Kepercayaan Pada Organisasi (Studi Pada Karyawan Rumah Sakit Jogja)” .
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang ingin penulis pecahkan dalam peneliti dalam penelitian ini adalah :
1 Apakah dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
2 Apakah dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
3 Apakah dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
4 Apakah dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
5 Apakah variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
6 Apakah dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
7 Apakah dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
8 Apakah dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
9 Apakah dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalias pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
10 Apakah Variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility) dan Kepercayaan pada Organisasi, secara serentak mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
11 Apakah adanya pengaruh langsung Kepercayaan pada Karyawan terhadap Loyalitas di rumah sakit Jogja?
12 Apakah adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keadilan/Kesetaraan (Fairness)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
13 Apakah adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keterbukaan  (Transparency) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
14 Apakah adanya pengaruh  tidak langsung dimensi Akuntabilitas (Accountability) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
15 Apakah adanya pengaruh tidak langsung dimensi Tanggung Jawab (Responsibility)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, antara lain :
1 Untuk mengetahui dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
2 Untuk mengetahui dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
3 Untuk mengetahui dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
4 Untuk mengetahui dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
5 Untuk mengetahui variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
6 Untuk mengetahui dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
7 Untuk mengetahui dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
8 Untuk mengetahui dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
9 Untuk mengetahui dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalias pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
10 Untuk mengetahui Variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility) dan Kepercayaan pada Organisasi, secara serentak mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
11 Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung Kepercayaan pada Karyawan terhadap Loyalitas di rumah sakit Jogja?
12 Untuk mengetahui adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keadilan/Kesetaraan (Fairness)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
13 Untuk mengetahui adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keterbukaan  (Transparency) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
14 Untuk mengetahui adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Akuntabilitas (Accountability) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
15 Untuk mengetahui adanya pengaruh  tidak langsung Tanggung Jawab (Responsibility)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menerapkan ilmu  Sumber Daya manusia. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat loyalitas dengan mediator kepercayaan pada organisasi dalam Good Corporate Governance, dan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di lingkungan Rumah Sakit Jogja.
b. Bagi Praktisi
Memberikan informasi kepada manajemen rumah sakit Jogja khususnya bagi pemerintah daerah mengenai Variabel Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), di Rumah Sakit Jogja seperti yang tercantum dalam konsep GCG (Good Corporate Governance) sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap manajemen rumah sakit.
c. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang sudah diterima ketika masih dibangku kuliah. Bagi penulis hal ini merupakan tahap awal di dunia kerja yang penuh tantangan. Dan dapat menambah wawasan tentang masalah yang nyata, tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik terhadap loyalitas dan kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja.
d. Bagi Rumah Sakit Jogja
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi rumah sakit Jogja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dan memperbaiki Loyalitas dan kepercayaan pada Organisasi di Rumah Sakit Jogja.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI
 
2.1 Kajian Pustaka
Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian sekarang. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak lain yang relevan untuk di jadikan dasar penelitian ini diantaranya seperti tampak pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kajian Pustaka
	No
	Penulis
	Judul
	Variabel
	Hasil

	1
	Heri Setiyawati dan Mutiah Nengzih (2014)
	“The effect of the implementation of good corporate governance principles and the effectiveness of internal control system disclosure of environmental accounting and its implications on the company performance (studies in state-owned and private hospitals in jakarta)”
	prinsip-prinsip Good Corporate Governance, efektivitas system pengendalian internal ,   lingkungan akutansi, kinerja perusahaan.
	implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance  mempengaruhi lingkungan akutansi, efektivitas system pengendalian internal mempengaruhi lingkungan kutansi, sedangan lingkungan akutansi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.

	2
	Nur Samsiyah (2011)

	“Implikasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas dan Kinerja Pegawai di Pengadilan Negeri Surakarta.
	Wawasan kedepan, keterbukaan,Tanggung jawab, keadilian/kesetaraan, Loyalitas, dan kinerja pegawai.

	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, ditarik beberapa kesimpulan yaitu , berdasarkan analisis descriptive diketahui bahwa adanya Pengaruh Good Corporate Governance positif terhadap Loyalitas karyawan dan tingkat kinerja sebesar 94,7 persen.

	3
	Cristina Brandao, Guilhermina Rego, Ivone Duarte, and Rui Nunes (2013)

	Sosial Responsibility : A New Paradigma Of Hospital Governance.

	Orinsip Good Corporate Governance, Tanggung Jawab Sosial, dan Budaya Organisasi
	Organisasi kesehatan harus mematuhi pendekatan  Good Corporate Governance baru, yang akan menciptakan nilai organisasi melalui  kinerja, kesesuaian, dan tanggung jawab. 

	4
	Ovidiu and Iliuta Dobre  (2013)

	Employee Motivation And Organizational Performance
	Motivasi karyawan, kepercayaan organisasi, kinerja, dan loyalitas karyawan.
	Pemberdayaan dan partisipasi karyawan tidak hanya meningkatkan efisiensi, pertumbuhan dan inovasi tetapi mereka juga meningkatkan motivasi karyawan dan kepercayaan dalam organisasi. Jika karyawan merasa dihargai untuk kerja mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan semangat dan motivasi mereka akan menyebabkan produktivitas lebih baik dan loyalitas yang tinggi pada karyawan.

	5
	Syed Amin Tabish (2012)

	Healtcare : From Good To Exceptional Governance.

	Transparansi, akuntability, dimensi pelayanan kesehatan publik
	Rumah sakit pemerintahan didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi. Seperti penyediaan pelayanan kesehatan social masing – masing stakeholder . Sumber daya adalah salah satu masalah – masalah  utama yang mendesak di rumah sakit.  Isu – isu seperti nilai uang, reorganisasi pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien telah melayani untuk mendorong proses pemerintahan maju.

	6
	Dima Jamali, Mohammad Hallal and Hanin Abdallah (2010)









	Corporate Governance And Corporate Social Responsibility: Evidence From The Healthcare Sector .

	Good corporate governance,  Corporate Social Responsibility, healt service sector.









	Hasil penelitian menyarankan beberapa dasar pemerintahan perbedaan antara profit dan non profit rumah sakit dalam hal struktur manajerial, kepemikiran dan peran dewan direksi, serta orientasi yang berbeda terhadap tangung jawab social perusahaan. Penelitian ini menyajikan wawasan tentang penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance dan prinsip – prinsip tangung jawab social di sektor yang sangat penting yang belum mendapat perhatian yang sistematis dan pertimbangan dalam literatur.








	7
	Muhammad Hasan, Dumilah Ayuningtyas, misnaniarti (2016)
	Good Corporate Governance Implementation an performance of civil servant
	Principles of Good Corporate Governance : performance, Fairness, Transparency, Accountability, Responsibility. And Performance of civil servant
	Penelitian ini menemukan dua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja pegawai negeri sipil, yaitu penerapan prinsip  Fairness dan penerapan prinsip Transparancy. Keduanya merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai negeri sipil.

	8
	Lia G. Partakusuma (2014)
	Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah 
Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali

	Kelengkapan dokumen input, proses, dan output. Faktor yang Berpengaruh terhadap Tata Kelola RS BLU. Faktor yang Berpengaruh Terhadap 
Perbedaan Impementasi
Tata Kelola RS BLU

	Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor 
terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, 
penetapan BLU, pengembangan layanan, pengadaan barang dan jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan. 


	9
	Ferry Fambia Anggriawan (2014)
	Good Corporate Governance in the Public Service Agency (Case Study at University of Brawijaya Malang)

	Transparansi, Akuntabilitas, responsibilitas, 
Fairness dan independensi. Konsekuensi perubahan UB setelah menjadi BLU. Akuntansi dan sistem manajemen keuangan BLU UB.

	Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip - prinsip Tata Kelola yang Baik di Universitas Brawijaya Malang telah baik pelaksanaan . Namun disini ada beberapa kendala dalam pelaksanaan , misalnya seperti pengelolaan dari Universitas Brawijaya kurang baik ,kurangnya  pemahaman tentang karakteristik GCG itu sendiri, dan Beberapa orang masih menganggap penerapan GCG itu kurang penting.

	10
	Abdul Rahim Memiyanty, Mohamed Shith Putera, Kalsom Salleh (2010)
	Ethical leadership and employee trust : Governance Perspective
	dimensi kepimimpinan , kepercayaan karyawan, tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance
	Dari hasil statistik melalui analisis regresi, ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu kesadaran akan masalah etika dan akuntabilitas memiliki efek positif dan sangat signify terhadap kepercayaan karyawan (pada 1% uji signifikan) tetapi integritas pengetahuan pemimpin juga memiliki pengaruh yang positif dan moderat untuk meningkatkan kepercayaan Karyawan dalam good corporate. 




1 Heri Setiyawati dan Mutiah Nengzih (2014)
		Dalam penelitiannya yang berjudul : “The effect of the implementation of good corporate governance principles and the effectiveness of internal control system disclosure of environmental accounting and its implications on the company performance (studies in state-owned and private hospitals in jakarta)”
		Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan konsep lingkungan akuntansi dalam membangun tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) pada sektor publik terutama rumah sakit untuk membangun kinerja sektor publik dan memberikan bukti-bukti empiris dalam mengidentifikasi variabel – variabel yang di pertimbangkan dalam mencapai GCG dan kinerja institusi. 
Study penelitian ini adalah penjelasan penelitian yang bermaksud untk menjelaskan hubungan kausal antar variable melalui pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi atas dasar bahwa pola hubungan antara variable independen dalam stud iini mempunyai sifat kausalitas. 
Kajian ini diharapkan dapat mengembangkan teori lingkungan akutansi yang dihasilkan dari analisi para stakeholder pada sector publik yang sebagai penyedia layanan kesehatan  sehingga pelayanan kesehatan pada masyarakat dapat dipertanggung jawabkan .
Hasil pengujian hipotesis bahwa implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance  mempengaruhi lingkungan akutansi, efektivitas system pengendalian internal mempengaruhi lingkungan akutansi, sedangan lingkungan akutansi tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. 
Kesamaan dengan penelitian (Heri Setiyawati dan Mutiah Nengzih, 2014) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah memiliki variabel independen  yang sama yaitu penerapan prinsip - prinsip Good Corporate Governance yaitu Responbility, Accountability, Fairness, namun menambahkan satu dimensi yaitu idependence dan penelitian ini dilakukan di rumah sakit pemerintah.  Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada variabel independen yang dimana penelitian tersebut meneliti mengenai kinerja perusahaan dengan variabel intervening lingkungan akutansi. Sedangakn penelitian ini yakni meneliti dengan variabel dependen loyalitas karyawan dengan mediator kepercayaan pada organisasi. Pada objek penelitian, sama - sama meneliti seluruh pegawai rumah sakit yang terkait.
2 Nur Samsiyah (2011)
	Dalam penelitiannya yang berjudul : “Implikasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas dan Kinerja Pegawai di Pengadilan Negeri Surakarta”
	Di era globalisasi seperti ini seharusnya suatu organisasi lebih meningkatkan Good Corporate governace untuk memperbaiki loyalitas pegawai terhadap organisasinya. Dengan adanya loyalitas yang baik di suatu  organisasi maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Maka tesis yang diambil adalah “Implikasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas dan Kinerja Pegawai di Pengadilan negeri Surakarta” , tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan menggunakan empat faktor yaitu : a) wawasan kedepan, b) keterbukaan, c) Tanggung jawab, dan d) keadilian/kesetaraan.
	Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, ditarik beberapa kesimpulan yaitu , berdasarkan analisis descriptive diketahui bahwa adanya Pengaruh Good Corporate Governance positif terhadap Loyalitas karyawan dan tingkat kinerja sebesar 94,7 persen. 
	Kesamaan dengan penelitian (Nur Samsiyah, 2011) adalah memiliki variabel independen yang sama yaitu penerapan Good Corporate Governance yang terdiri dari dimensi wawasan kedepan, keterbukaan, tanggung jawab dan keadilan. Namun terdapat perbedaan pada varibel lainnya yang dimana penelitian tersebut meneliti dengan variabel loyalitas sebagai variabel intervening dan kinerja sebagai variabel dependen. Sedangakan penelitian ini menggunakan loyalitas sebagai variabel independen dan kepercayaan pada organisasi sebagai variabel intervening atau mediator. Perbedaan lainnya adalah objek penelitian yang dilakukan penelitian tersebut yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, sedangan penelitian ini mengambil objek penelitian di Rumah Sakit Jogja.
3 Cristina Brandao, Guilhermina Rego, Ivone Duarte, and Rui Nunes (2013)
	Dalam penelitiannya yang berjudul, Sosial Responsibility : A New Paradigma Of Hospital Governance.
	Perubahan dalam masyarakat modern berasal dari persepsi bahwa perilaku etika sangat penting dalam praktek – praktek  organisasi terutama pada cara mereka  menangani aspek seperti manusia.  Masalah ini biasanya berada dibawah payung konsep tangung jawab sosial. Laporan komite bio-etik insternatinal UVESCO pada tangung jawab social dan kesehatan telah menjawab konsep tangung jawab social ini dalam konteks penyediaan layanan kesehatan yang menyarankan konsep tangung jawab social ini pada paradigma  di rumah sakit pemerintahan.
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah  tangung jawab sosial perusahaan dalam pelayanan kesehatan , yaitu di lingkungan rumah sakit, menekankan pengaturan khusus  organisasi – organisasi  pemerintahan secara kompleks dan mengevaluasi jika model – model  baru manajemen rumah sakit akan memerlukan mechanisme Good Corporate Governance  untuk memenuhi tangung jawab social yang kuat.
	Good Corporate Governance yang memasai dan strategi perusahaan adalah standar utama tanggung jawab social dalam pasar yang kompetitif. Rumah sakit pemerintah  akan dioptimalkan  jika budaya organisasi dimasukkan  untuk memenuhi tuntutan stakeholder  untuk jaminan perusahaan pada perilaku etika. Organisasi kesehatan harus mematuhi pendekatan  Good Corporate Governance baru, yang akan menciptakan nilai organisasi melalui  kinerja, kesesuaian, dan tanggung jawab. 
	Kesamaan dengan penelitian (Cristina Brandao, Guilhermina Rego, Ivone Duarte, and Rui Nunes, 2013) adalah memiliki variable independen penerapan Good Corporate governanance dengan objek penelitian di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya menggunakan dua dimensi yaitu responsibility dan responsiveness dari beberapa dimensi atau prinsip - prinsip Good Corporate Governance. Perbedaan lainya yaitu terdapat pada variabel dependen yaitu kinerja karyawan dilihat dari kesesuaian dan tangung jawab.
4 Ovidiu and Iliuta Dobre (2013)
	Dalam penelitiannya yang berjudul : Employee Motivation And Organizational Performance.
	Sebagian besar organisasi bersaing untuk bertahan hidup di lingkungan pasar volatile dan sengit ini. Motivasi dan kinerja karyawan adalah alat penting untuk keberhasilan setiap organisasi dalam jangka panjang. Di satu sisi, mengukur kinerja sangat penting untuk manajemen organisasi, karena menyoroti prestasi organisasi dan evolusi. Di sisi lain, ada hubungan yang positif antara motivasi karyawan dan efektivitas organisasi, tercermin dalam berbagai penelitian. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis driver motivasi karyawan tingkat tinggi kinerja organisasi. Literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemberdayaan dan pengakuan meningkatkan motivasi karyawan. Jika pemberdayaan dan pengakuan karyawan meningkat, motivasi mereka untuk bekerja juga akan meningkatkan, serta prestasi mereka dan kinerja organisasi. Namun demikian, ketidakpuasan karyawan yang disebabkan oleh pekerjaan monoton dan tekanan dari klien, mungkin melemahkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, absensi tidak masuknya karyawan dapat meningkatkan dan karyawan mungkin meninggalkan organisasi untuk bersama pesaing yang menawarkan insentif lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Tidak semua individu yang sama, sehingga masing-masing hAarus dimotivasi menggunakan strategi yang berbeda. Sebagai contoh, satu karyawan mungkin didorong oleh Komisi yang lebih tinggi, sementara lain mungkin didorong oleh kepuasan kerja atau lingkungan kerja yang lebih baik. 
	Dari penelitian yang dilakukan, dapat di tarik hasil pada kesimpulan bahwa manajemen harus mengevaluasi saran  atau masukan dari karyawan dan menggunakan umpan balik dari tenaga kerja untuk memperbaiki lingkungan organisasi dan memenuhi kebutuhan keterampilan mereka atau karyawan.  Setiap orang atau karyawan memiliki karakter yang berbeda dan mereka termotivasi oleh kebutuhan yang beragam, seperti kebutuhan fisiologis, persyaratan keselamatan  dan kebutuhan actualisasi diri. Dengan demikian, harus berfokus pada karyawan pada tiap tingkat dari tenaga kerja atau karyawan dan menganalisis masing-masing devisi atau departemen organisasi tentu akan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan karyawan.
	Ternaga kerja yang termotivasi dan berkualitas sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin meningkatkan productifitas dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks ini, motivasi berarti keinginan individu untuk melakukan upaya dan mengambil tindakan terhadap tujuan organisasi. Tantangan manager adalah untuk menemukan cara untuk membuat dan mempertahankan motivasi karyawan. Disatu sisi, manajer harus focus pada megurangi ketidakpuasan pekerjaan (kondisi kerja, gaji, pengawasan, hubungan dengan rekan-rekan), sementara di sisi lain harus menggunakan factor-faktor yang memotifasi seperti prestasi, pengakuan, tangung jawab, dan pekerjaan itu sendiri. Pemberdayaan dan partisipasi karyawan tidak hanya meningkatkan efisiensi, pertumbuhan dan inovasi tetapi mereka juga meningkatkan motivasi karyawan dan kepercayaan dalam organisasi. Jika karyawan merasa dihargai untuk kerja mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan semangat dan motivasi mereka akan menyebabkan produktivitas lebih baik dan loyalitas yang tinggi pada karyawan.
	Kesamaan dengan penelitian (Ovidiu and Iliuta Dobre, 2013) adalah terletak pada teori yang digunakan peneliti tersebut yaitu adanya teori yang mengungkap pada tingkat motivasi karyawan bahwa diperlukan kepercayaan karyawan pada organisasi. Pemberdayaan dan partisipasi karyawan tidak hanya meningkatkan efisiensi, pertumbuhan dan inovasi tetapi mereka juga meningkatkan motivasi karyawan dan kepercayaan dalam organisasi dengan kata lain, jika karyawan merasa dihargai dalam kerja dan terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan semangat dan motivasi mereka akan menyebabkan produktivitas lebih baik dan loyalitas yang tinggi pada karyawan. Pada penelitian ini, adanya hubungan antara kepercayaan pada organisasi dengan tingkat loyalitas karyawan di suatu perusahaan. Perbedaan yang ditemukan pada jurnal ini adalah, jurnal ini bersifat teori yang dimana dapat dilakukan di perusahaan manapun yang sedang bersaing secara sengit. Perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian tersebut mengangkat varibel independen motivasi karyawan dan varibel independen organizational performace. 
5 Syed Amin Tabish (2012)
	Dalam penelitiannya yang berjudul, Healtcare : From Good To Exceptional Governance.
	Rumah sakit merupakan bagian sangat penting dari sector pelayanan kesehatan  keseluruhan dan memberikan layanan penting untuk umum. Rumah sakit dan system kesehatan di seluruh Negara dengan isu – isu pemerintahan, terutama ketika standar kesehatan dan peningkatan kualitas membangun jalur komunikasi yang jelas  dan garis akuntabilitas yang jelas  untuk berbagai komite, departemen, fasilitas dan fungsi bisnis pelayanan kesehatan telah terbukti menjadi sebuah tantangan berkelanjutan.
	Sehubungan dengan dimensi pelayanan kesehatan publik, kapasitas pemerintah untuk memberikan standar pelayanan kesehatan yang baik dianggap sebagai salah satu elemen yang paling penting yang berkontribusi terhadap standar hidup Negara. Akses universal untuk pelayanan kesehatan, terlepas dari kemampuan seseorang untuk  membayar, dianggap sebagai hak asasi manusia di Negara maju.
	Sebagai konsep rumah sakit pemerintahan telah diperluas untuk menyertakan keuangan dan unsur – unsur  non finansial,  tujuannya adalah untuk memungkinkan  pendekatan yang lebih terintegrasi  dan mengawasi setiap kegiatan rumah sakit termasuk kinerja klinik. 
	Rumah sakit pemerintahan didasarkan pada akuntabilitas dan transparansi. Seperti penyediaan pelayanan kesehatan sosial masing – masing stakeholder . Sumber daya adalah salah satu masalah – masalah  utama yang mendesak di rumah sakit.  Isu – isu seperti nilai uang, reorganisasi pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien telah melayani untuk mendorong proses pemerintahan maju.
	Kesamaan dengan penelitian (Syed Amin Tabish, 2012) adalah sama - sama meneliti mengenai Good Corporate Governance yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Objek dan subjek penelitian sama yaitu dilakukan di rumah sakit milik pemerintah dengan sampel seluruh karyawan di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, pada penelitian ini menggunakan empat prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu, Fairness, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibiltas atau tanggung jawab.
6 Dima Jamali, Mohammad Hallal and Hanin Abdallah (2010)

		Dalam penelitiannya yang berjudul, Corporate Governance And Corporate Social Responsibility: Evidence From The Healthcare Sector .
		Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance di berbagai jenis organisasi kesehatan dalam konteks negara berkembang bersama dengan pemahaman yang berbeda dan penerapan dari tangung jawab sosial perusahaan.
		Pendekatan, desain, atau metodologi  berdasarkan metodologi interpretatif kualitatif , terdiri dari wawancara mandalam dengan dengan rumah sakit atas eksekutif diambil dari 21 rumah sakit  Lebanon yang mewakili profit dan non profit.
		Hasil penelitian menyarankan beberapa dasar pemerintahan perbedaan antara profit dan non profit rumah sakit dalam hal struktur manajerial, kepemikiran dan peran dewan direksi, serta orientasi yang berbeda terhadap tangung jawab social perusahaan. Penelitian ini menyajikan wawasan tentang penerapan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance dan prinsip – prinsip tangung jawab social di sektor yang sangat penting yang belum mendapat perhatian yang sistematis dan pertimbangan dalam literatur.
		Kesamaan dengan penelitian (Dima Jamali, Mohammad Hallal and Hanin Abdallah, 2010) adalah sama - sama meneliti mengenai penerapan Good Corporate Governance yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabiliti pada variabel independen. Objek dan subjek penelitian sama yaitu dilakukan di rumah sakit milik pemerintah dengan sampel seluruh karyawan di rumah sakit tersebut. Akan tetapi, pada penelitian ini menggunakan empat prinsip dasar Good Corporate Governance yaitu, Fairness, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibiltas atau tanggung jawab. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada variabel dependen yang dimana penelitian tersebut adalah mengenai Corporate Sosial Responsibility. Kemudian penelitian tersebut berdasarkan metodologi interpretatif kualitatif , terdiri dari wawancara mandalam dengan dengan rumah sakit atas eksekutif diambil dari 21 rumah sakit  Lebanon yang mewakili profit dan non profit.
7 Muhammad Hasan, Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti (2016)
Dalam penelitiannya yang berjudul, Good Corporate Governance Implementation and performance of civil servant.
 Dalam rangka mencapai visi dan misi, setiap rumah sakit harus menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Penerapan GCG sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai secara optimal, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja pegawai negeri sipil (PNS) Rumah Sakit Umum Lapangan Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik pada 56 PNS. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2012 dengan kuesioner terstruktur. Digunakan analisis dengan uji kai kuadrat dan regresi logistik, dan untuk penyederhanaan model dilakukan eliminasi terhadap faktor perancu dengan menggunakan metode backward stepwise. Penelitian ini menemukan dua variabel yang signifikan berhubungan dengan kinerja PNS, yaitu penerapan prinsip fairness dan penerapan prinsip transparancy. Keduanya merupakan variabel yang paling berhubungan dengan kinerja pegawai negeri sipil. 
Kesamaan dengan penelitian (Muhammad Hasan, Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti, 2016) adalah terdapan pada variable independen yang dimana menerapkan prinsip - prinsip Good Corporate Governan dengan empat prinsip atau dimensi yaitu Fairness, Transparency, Accountability, and Responsibility. Pada objek penelitian yang sama yaitu di Rumah Sakit Pemerintah, dengan sampel berfokus pada Pegawai Negeri sipil, dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Perbedaan yang ditemukan di penelian tersebut adalah pada variabel dependen yaitu berfokus pada Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
8 Lia G. Partakusuma (2014)
	Dalam penelitiannya yang berjudul : Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.
Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good Corporate Governance dan Good Clinical Governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini adalah Mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang dan jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan. Diskusi: Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kemenkes, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi dan evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward and punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis dan rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya. 
9 Ferry Fambia Anggriawan (2014)
Dalam penelitiannya yang berjudul, Good Corporate Governance in the Public Service Agency (Case Study at University of Brawijaya Malang)
Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari penganggaran bersifat tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja (Sari dan Raharja, 2011). Penggunaan sistem penganggaran dengan basis kinerja ini, sehingga arah penggunaan dana pemerintah tidak hanya berorientasi pada input, tetapi lebih berorientasi pada kinerja. Perubahansistem anggaran ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memaksimalkan sumber daya pemerintah yang jumlahnyaterbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana yang semakin tinggi. Situasi dan kondisi penyelenggaraan pelayanan pemerintah saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media masa,pengaduan tersebut antara lain tentang prosedur yang berbelit-belit, biaya pelayanan yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak jelas, petugas yang kurang kompeten, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik dari masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Sesuai dengan tinjauan permasalahan yang hendak diteliti yaitu tentang  implementasi GCG pada UB, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif menurut Sekaran (2006) adalah suatu penelitian untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. 
Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu memberikan suatu riwayat atau untuk menggambarkan aspek - aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari prespektif seseorang, organisasi, ataupun orientasi industri kepada peneliti. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari  keseluruhan personalitas. Subyek dalam penelitian studi kasus dapat berupa individu, suatu lembaga maupun masyarakat. Menurut Sekaran (2006), penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif dapat berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan suatu masalah di masa lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip - prinsip Tata Kelola yang Baik di Universitas Brawijaya Malang telah baik pelaksanaan . Namun disini ada beberapa kendala dalam pelaksanaan , misalnya seperti pengelolaan dari Universitas Brawijaya kurang baik ,kurangnya  pemahaman tentang karakteristik GCG itu sendiri, dan Beberapa orang masih menganggap penerapan GCG itu kurang penting.
10 Abdul Rahim Memiyanty, Mohamed Shith Putera, Kalsom Salleh (2010). 
Dalam penelitiannya yang berjudul, Ethical leadership and employee trust : Governance Perspective. 
Masalah etika dan pemerintahan telah menerima hubungan yang signifikan dalam beberapa tahun terahir Karena kebanyakan skandal etika di organisasi. Skandal internasional yang baru - baru ini di Indonesia dan Malaysia memberikan kita sekarang kesempatan untuk menanyakan jika ada kebutuhan untuk paradigma baru pemerintahan yang lebih baik dengan mengintegrasikan etika kepemimpinan dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara dimensi etika kepemimpinan dan kepercayaan karyawan dari perspektif pemerintahan. Apakah karyawan menempatkan kepercayaan pada pemimpin yang sadar isu - isu etis? Pendekatan  empiris yang digunakan disini telah diterapkan untuk karyawan sektor publik. Temuan - temuan dari studi menunjukkan hubungan yang kuat antara dimensi etika kepemimpinan dan kepercayaan karyawan. Kotribusi penelitian kertas memiliki implikasi penting terhadap organisasi dalam mempekerjakan orang cocok sebagai pemimpin dan juga meningkatkan mechanisme tata kelola perusahaan yang baik yaitu etika kepemimpinan dari perspektif pemerintahan. Pemahaman implikasi etika kepemimpinan dan kepercayaan karyawan terhadap pemimpin menyediakan organisasi  dengan kesempatan untuk membangun kepercayaan, mendapatkan kerjasama, komitmen dan dengan demikian, itu dapat membuat kekayaan jangka panjang dan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan.
Melalui penelitian ini, para peneliti mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh prediktor pengetahuan pemimpin pada integritas, kesadaran akan masalah etika, pertanggung jawaban pada kepercayaan karyawan. Dari hasil statistik melalui analisis regresi, ini menunjukkan bahwa keduanya yaitu kesadaran akan masalah etika dan akuntabilitas memiliki efek positif dan sangat signify terhadap kepercayaan karyawan (pada 1% uji signifikan) tetapi integritas pengetahuan pemimpin juga memiliki pengaruh yang positif dan moderat untuk meningkatkan kepercayaan Karyawan dalam good corporate. Tampaknya dari studi empiris ini, karyawan ingin pemimpin mereka memahami pengetahuan tentang isu - isu etika dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan proses  pengambilan keputusan mereka. Lingkungan tata kelola perusahaan yang baik, seorang pemimpin harus mengambil dan mempertimbangkan kesadaran akan masalah etika sebagai akuisisi pengetahuan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa pemimpin dengan akuntabilitas memiliki efek signifikan prediktor pada kepercayaan karyawan.
Kesamaan dengan penelitian (Abdul Rahim Memiyanty, Mohamed Shith Putera, Kalsom Salleh, 2010) yaitu sama - sama meneliti mengenai Good Corporate Governance namun penelitian tersebut dilihat dari kaca mata etika kepemimpinan, yang dimana menggunakan dimensi integrity, ethical awarness, and accountability. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan empat dimensi atau indikator yaitu , Fairness , Transparency, accountability, and Responsibility. Perbedaan lainnya yang ditemukan adalah pada variabel independen yaitu Kepercayaan karyawan. Pada penelitian yang akan dilakukan kepercayaan karyawan atau kepercayaan pada organisasi merupakan variabel penghubung atau moderator. Akan tetapi sama - sama menarik Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi.

2.2  Kajian Teori
1 Badan Layanan Umum (BLU)
 Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibetuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan nilai keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011). Adanya pergeseran sfat penganggaran keuangan negara yang dahulu tradisional hingga kini menjadi penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu agenda reformasi dari pemerintah Indonesia (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum). Penganggaran yang berorientasi pada output saat ini telah diterapkan oleh berbagai negara, karena dianggap dapat memenuhi kebutuhan dana yang semakin tinggi dengan sumber daya yang semakin terbatas. Beberapa syarat yang perlu dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam penyelenggaraan BLU adalah a). Persyaratan Substantif, b). Persyaratan Teknis, dan c). Persyaratan Administratif. Kriteria sebuah BLU adalah kekayaannya merupakan satuan kerja instansi pemerintah, bukan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, dikelola secara otonom dengan prisip efisiensi dan produktifitas ala korporasi, dan berperan sebagai agen menteri/pimpinan lembaga terkait. Adapun pernyataan peran sebagai agen menteri/pimpinan lembaga induknya dibuktikan dengan adanya penandatanganan kontrak kinerja di kedua belah pihak di mana menteri/pimpinan bertanggung jawab atas segala kebijakan pelayanan yang dihasilkan serta bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.
2 Rumah Sakit BLU 
Setelah krisis moneter tahun 1998 ditambah adanya krisis keuangan global 2008, timbul kesadaran RS pemerintah untuk menjadi lebih mandiri. Saat itu ,pemerintah mengakomodasi ide-ide kemandirian tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006 tentang Perusahaan Jawatan bagi 13 Rumah Sakit Pendidikan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pelayanan Keuangan Badan Layanan Umum, sejak awal tahun 2006 semua Rumah Sakit Perjan (Perusahaan Jawatan) telah kembali menjadi Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan dengan status baru sebagai RS BLU. Alasan Pemerintah memilih bentuk BLU bagi satuan kegiatan yang berpotensi dikelola secara efisien dan efektif adalah agar satuan kerja yang mendapat imbalan dari masyarakat dalam proporsi pelayanan mempunyai keleluasaan mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanannya. Peluang ini diberikan secara khusus untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik. Melalui pola BLU ini, satuan kerja termasuk Rumah Sakit Pemerintah juga dapat melakukan pengamanan terhadap aset negara yang dikelola satuan kerja tersebut (Website Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, 2013).Karakteristik BLU RS berdasarkan pada Keputusan Menteri kesehatan No. 1981/Menkes/SK/XII/2010 adalah:
a BLU RS bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatankepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan juga produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang etis dan sehat dengan tidak semata - mata mencari keuntungan.
b BLU RS merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 
Menurut Rochmanadji (2009), permasalahan umum yang dimiliki oleh RS di Indonesia adalah kurangnya sarana dan lemahnya daya saing organisasi (low competitive advantage), yang diperburuk dengan kurangnya sifat sigap serta tanggap dalam mengantisipasi persaingan bebas pasar regional dan global. RS BLU mengharapkan adanya penerapan praktik bisnis yang sehat dengan persyaratan substantif, teknis, dan juga administratif yang perlu dipenuhi. Gitosardjono S, mengatakan dalam kata pengantarnya di buku Leadpreunership,bahwa Pendekatan Strategic Managementdalam Kewirausahaan oleh Susanto AB (2009), menyatakan bahwa kewirausahaan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia, kewirausahaan bukan semata - mata hanya berperan sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, namun juga sebagai pendorong perubahan sosial bagi peningkatan kualitas hidup SDM. Adapun penjabaran mengenai leadpreunershipadalah cara pandang dalam melihat peluang dan membuat nilai tambah dengan menangkap peluang bisnis dan mengelola sumber daya secara maksimal untuk mewujudkannya. Peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kecepatan dan pemenuhan pencapaian tujuan (Baldridge Performance Excellence Program, 2013). Salah satu mekanisme yang bermanfaat dalam menggerakkan proses kepemimpinan sesuai dengan kehendak dalam sebuah organisasi adalah dengan membentuk sekelompok pakar atau Dewan yang secara berulang - ulang membahas mengenai isu penting yang dihadapi dengan beberapa karakteristik antaralain: (a) anggota Dewan berasal dari berbagai perspektif yang mempunyai pengetahuan secara mendalam mengenai aspek dalam organisasi; (b) anggota Dewan mempunyai kemampuan mengemukakan alasan dan berdebat dalam rangka mencari pemahaman, bukan kebutuhan egoistis untuk memenangkan sesuatu atau melindungi minat yang sempit; dan (c) dalam pelaksanaannya Dewan tidak membuat keputusan, tetapi tetap menyerahkan keputusan akhir pada eksekutif yang memimpin. (Collins J, 2004.Kebijakan publik tentang RS diharapkan dapat menopang kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga lahirlah PP No 23/2005. Patut disimak pendapat Nugroho, Riant (2012), bahwa keunggulan negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan - kebijakan publik yang unggul. Menurut Donabedian yang dikutip oleh Glickman SW (2007), struktur institusi pelayanan kesehatan merupakan hal penting yang harus dikelola oleh manajemen agar dihasilkan mutu pelayanan terbaik. Penting untuk memperhatikan ke tiga unsur dalam upaya pencapaian mutu yaitu struktur, proses dan outcome. Struktur meliputi sumber daya sarana prasarana dan sumber daya manusia serta organisasi institusi, proses adalah apa yang dilaksanakan, serta outcome merupakan dampak pelaksanaan pelayanan (Donabedian, 1977).
3 Definisi Good Corporate Governance
		Tata kelola atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi “Governance”. Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2012), tata kelola merupakan suatu istilah yang terkait dengan mekanisme mengarahkan, mengendalikan baik suatu organisasi atau lembaga atau pun suatu fungsi, agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan (stakesholder). Berbagai pengertian tentang tata kelola memiliki cakupan yang luas dan meliputi aspek pengambilan keputusan, penjabaran ekspektasi, kejelasan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan, serta pemenuhan akuntabilitas dan pertanggungjawabannya, perencanaan strategik, pemastian kinerja, kepemimpinan dan manajemen, keteraturan dan kepatuhan, serta serangkaian proses, mekanisme dan struktur yang berlaku. Menurut Mc Sherry dalam Clinical Governance (2009), terdapat hal pokok yang perlu dicermati yaitu Public Perceived Experience dan Organizational Evidence of Healthcare Delivery. Pandangan publik selalu berdasarkan pengalaman individu, pandangan media serta pelayanan yang diberikan. Seringkali pandangan baik adalah tertuju kepada para dokter dan perawat Rumah Sakit, sedangkan pandangan - pandangan buruk ditujukan kepada manajemen pengelola serta kebijakan. Lebih jauh, Mc Sherry (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting guna mencapai Good Cinical Governance atau pencapaian atas mutu pelayanan yang baik dalam sebuah organisasi, antara lain: (a) internal financial control, (b) operasional yang efisien dan efektif, (c) serta kesesuaian/compliance dengan hukum dan juga regulasi. Menurut Kaen and Shaw, (2003) Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai indikator pengukuran yaitu fairness, tranparency, accountability, dan responsibilitas.  
4 Prinsip – Prinsip Dasar Good Corporate Governance
Keadilan/ Kewajaran (Fairness) 
Good Corporate Governance merupakan suatu proses transparansi didalam pengambalan keputusan, mengemukakan informasi dalam penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenain kinerja operasional, keuangan dan resiko perusahaan. Tercapainya penerapan Good Corporate Governance yang mempengaruhi efektivitas karyawan pada perusahaan, maka Good Corporate Governance mempunyai prinsip. Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai indikator pengukuran seperti yang dikemukan oleh Kaen and Shaw, 2003 yaitu fairness, tranparency, accountability, dan responsibilitas.  Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas perusahaan terutama bagian pelaporan keuangan dan juga dapat menjadi penghabat aktifitas rekayasa kinerja yang tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
a Keadilan / Kewajaran (Fairness)
Fairness merujuk adanya perlakuan yang setara (equal) terhadap semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan prinsip fairness ini terutama ditujukan terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Fairness juga perlu diperluas pada pola perlakuan kepada stakeholders lainnya, misalnya pola hubungan dengan karyawan. Keseimbangan hak pemilik mayoritas dan minoritas harus diperhatikan, sehingga tidak ada kelompok pemilik yang dirugikan. Demikian pula halnya dengan hak-hak karyawan, kreditur, serta pemasok dan langganan, harus ditetapkan secara jelas dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkait. Para anggota manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar, sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk mencapai suatu kinerja yang optimal (Surya, 2008). 
Prinsip fairness dari GCG memegang peranan penting untuk mengkonkretkan keseimbangan. Keseimbangan bagi menajemen dan karyawan berupa pemberian upah yang disesuaikan dengan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin dan implikasinya memungkinkan manajemen perusahaan berjalan dengan lebih baik. Kepentingan manajemen juga berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat atau renumerasi dari manajemen karyawan.  Hal ini penting karena sistem reward yang baik mampu meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di suatu perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan dihargai merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. Pemberian reward yang tepat akan menimbulkan semangat dari manajemen dan para karyawan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Diharapkan dapat tercipta suasana kerja yang berisikan sumber daya manusia yang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dengan cara-cara yang wajar dan fair (Surya, 2008). Perlakuan yang sama terhadap karyawan, baik karyawan dengan status kontrak ataupun tetap sesuai golongan atau jabatan dan dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. 
Keadilan ditandai dengan ada tidaknya dapat diukur dan dilihat dari kesamaan perlakuan antara semua pihak manajemen, karyawan tetap atau kontrak, antara laki - laki atau perempuan, antara kelas atas atau kelas menengah atau perihal jabatan, untuk mendapatkan hak yang sesuai dan sama sebagai karyawan (Sulistiyani, 2004).
Berikut indikator dari prinsip fairness atau keadilan ( Mustamu, 2014) , yaitu :
a. keadilan bagi para pemangku kepentingan
b.  keragaman Sumber Daya Manusia (SDM); suku, agama, ras, gender, dan golongan, 
c. kontribusi perusahaan terhadap SDM. 
Semua hak dan kewajiban dari para shareholders sudah diatur dalam kontrak kerja pada perusahaan. Dimana kontrak kerja perusahaan itu sudah membahas mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota perusahaan. Tidak hanya tugas dan tanggung jawab, tetapi juga hak – hak yang didapatkan oleh para anggota perusahaan. 
Perusahaan mempraktekkan dengan adanya suatu lingkungan kerja yang kondusif, tentram, terdapat fasilitas kerja yang sama, hak bebas berekspresi (menyuarakan), dengan menjunjung tinggi profesionalitas, adanya sistem penilaian kinerja, rekrutmen karyawan, dan jenjang karir.
Dari teori yang digunakan, yaitu KNKG (2006), mengatakan bahwa prinsip fairness adalah perlakuan perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya didapatkan. 
1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan informasi atau menyampaikan pendapat
2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai manfaat dan kontribusi yang diberikan pada perusahaan
3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan tanpa membedakan suku, agama, dan ras

b Keterbukaan (Transparancy)
		Transparancy secara harfiah adalah jelas (obvious) dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Transparansi mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut rumah sakit. Transparansi bisa dimulai dengan penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, kriteria yang terbuka tentang seleksi personil, informasi adanya seleksi, pengungkapan transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang kemungkinan resiko yang dihadapi organisasi. Kepentingan manajemen dan karyawan juga akan terkait dengan prinsip transparansi, karena pada dasarnya mereka juga berhak untuk mengambil kondisi riil suatu perusahaan, apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak. Sering kali perusahaan tidak transparansi baik terhadap pihak internal, maupun eksternal perusahaan, secara psikologis, karyawan dapat bekerja dengan kondisi yang lebih tenang dan lebih kondusif. Fakta menunjukkan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pihak manajemen dan karyawan tidak mengetahui adanya informasi tersebut, sehingga tidak dapat bersiap-siap. Hal ini jelas merugikan mereka semua (Surya, 2008). Suatu organisasi melalui implementasi prinsip transparansi, ada kejelasan perhitungan yang diberikan oleh perusahaan. Bukan saja hal tersebut akan lebih memuaskan bagi pihak manajemen dan karyawan, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya pemogokan ataupun tuntutan yang berlebihan dari manajemen dan karyawan perusahaan, mengingat mereka telah mengetahui dasar-dasar yang diberikan untuk besar upah mereka. Dengan demikian penerapan prinsip GCG tidak sekedar dapat meningkatkan kepuasan pemegang saham dan kreditor, tetapi juga ingin meningkatkan kesejahteraan manajemen dan karyawan sebagai bagian integral dari stakeholders perusahaan (Surya, 2008). Transparansi publik masyarakat bahwa setiap pejabat publik berkewajiban membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik (khususnya menyangkut dengan pengelolaan sumber daya publik) dengan membuka akses dan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.
Menurut Sulistiyani (2004) Transparansi atau keterbukaan ditandai oleh :
1) Apakah kebijakan , regulasi, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.
2) Seberapa besar upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang diputuskan dan dilakukan oleh atasan atau manager.
Transparancy Sesuai dengan teori prinsip dari KNKG (2006) mengenai transparansi, maka perusahaan harus bisa menyediakan berbagai informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pihak. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan lainnya. Dalam sisi transparansi ada 2 segi yang disoroti peneliti, yaitu informasi dan kebijakan. 
1) Informasi
Informasi yang beredar dalam perusahaan sebagian besar didapatkan dari atasan, namun tidak menutup kemungkinan ada informasi yang berasal dari bawahan. Jadi sangat fleksibel dalam alurnya dan juga informasi yang didapat akan langsung di share ke bagian divisi masing - masing. Disini perusahaan tidak ingin memperpanjang birokrasi, sehingga informasi yang didapat langsung di share. Informasi yang ada juga tidak serta merta disalurkan pada bawahan, ada beberap informasi tertentu yang perlu diolah lagi. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengerti informasi tersebut, dan memudahkan karyawan untuk memahami informasi yang ada. Sesuai dengan prinsip transparancy, dimana perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh karyawan.
2) Kebijakan 
Dalam kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, semua kebijakan tersebut ditentukan oleh atasan, komisaris dan direktur dimana komisaris dan direktur membuat kebijakan yang didasarkan pada kepentingan setiap karyawan dalam perusahaan. Kebijakan yang dibuat antara lain kebijakan mengenai peraturan perusahaan, standar operasional perusahaan dari masing-masing divisi, kebijakan personalia, kebijakan mengenai kenaikan jabatan, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan yang ada tersebut dibuat berdasarkan proses yang menunjang perusahaan. Apabila tidak menunjang maka langsung dihapuskan. Perusahaan telah berusaha menyampaikan dan menginformasikan setiap kebijakan yang ada dengan baik. Disini setiap kebijakan ditulis dan ditempel pada dinding perusahaan. Selain itu, kebijakan-kebijakan dibagikan secara langsung pada divisinya masing-masing. Salah satu contohnya seperti kebijakan mengenai peraturan dalam perusahaan, setiap karyawan harus mendapat 1 lembar copy dari peraturan tersebut dan harus ditandatangani oleh admin dan harus di arsip dengan benar, dengan begitu maka setiap karyawan akan mengerti dan mengetahui peraturan perusahaan.
Dari kedua sisi tersebut, baik informasi maupun kebijakan sudah terlihat bahwa perusahaan sudah melaksanakan prinsip transparency. Disini perusahaan sudah menyediakan informasi secara akurat dan jelas, disini informasi yang didapat dari perusahaan dilihat dahulu jenis informasinya, ada yang perlu diolah lagi atau tidak, dengan melakukan hal tersebut setiap pemangku kepentingan bisa mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Kebijakan pada perusahaan pun sudah tertulis dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Tujuannya agar setiap pihak mengetahui kebijakan tersebut sehingga setiap pemangku kepentingan bisa bekerja dengan maksimal dan benar, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Berdasarkan teori yang di paparkan KNKG (2006) diatas maka adapun prinsip yang digunakan adalah :
1) Perusahaan atau pemimpin harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya.
2) Informasi yang harus diungkapkan pemimpin harus menyeluruh baik visi, misi, strategi perusahaan, susunan pengurus, dan lain-lain 
3) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan lainnya.
c Akuntabilitas (Accountability)
		Accountability adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusur sampai ke bukti dasarnya serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. Setiap karyawan dengan prinsip akuntabilitas, direksi dan dewan pengawas diberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dimaksud, serta diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Optimalisasi kinerja manajemen dan karyawan mendapat dukungan penuh dari penerapan prinsip akuntabilitas, yang dibutuhkan untuk menciptakan manajemen yang efektif dan efisien. Kebanyakan perusahaan kurang memperhatikan bagaimana manajemen perusahaan berjalan dan mempercayakan sepenuhnya kepada manajemen tersebut. Hal ini tidak tepat mengingat manajemen sendiri tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya mekanisme pengawasan yang andal. Berarti manajemen dan karyawan membutuhkan membutuhkan mekanisme check and balances yang dilakukan oleh komisaris. Mekanisme tersebut termasuk dalam pengecekan laporan keuangan secara berkala, pengawasan intensif terhadap semua lini manajemen, menentukan struktur dan besarnya manajemen yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Termasuk mencari sumber daya manusia yang bermutu dan benar-benar berguna bagi efektifitas perusahaan. Penerimaan karyawan tidak boleh didasarkan pada proses yang terbingkai dalam kerangka kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Intinya, manajemen dan karyawan harus dibimbing sedemikian rupa, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik (Surya, 2008). The oxford Advence Learner’s Dictionary menyatakan bahwa akuntabilitas adalah required or expected to give an explanation for one’s action. Artinya adalah, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Surya (2008) menyatakan bahwa akuntabilitas ditunjukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai dan lain sebagainya. Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindak seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggunjawaban. 
Akuntabilitas publik masyarakat bahwa setiap pelaku dan tindakan pejabat publik, baik dalam membuat kebijakan (publik policy), mengatur dan membelajnakan keuangan negara maupun melaksanakan penegakan hukum haruslah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan- perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatanya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan. Implementasi kesemuanya sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment). Pemerintahan akan mampu melaksanakan fungsi dalam kerangka good governance, bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manjer, pemegang saham, dewan komisaris dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kapada perusahaan dan pemegang saham. 
Akuntabilitas di tandai dengan bagaimana tingkat pertanggung jawaban atasan atau manager dalam menjalankan tugas, apakah ada prakter korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Sulistiyani, 2004).
Akuntabilitas dalam prinsip yang dikemukakan oleh KNKG (2006) adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip yang di gunakan dalam menetapkan dimensi Akuntabilitas adalah :
1) Perusahaan atau pemimpin harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan karyawan secara jelas.
2) Perusahaan atau pemimpin harus meyakini bahwa semua karyawan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
3) Perusahaan atau pemimpin harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola perusahaan
d. Tanggung Jawab atau Responsibilitas (Responsibility)
		Responsibility merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu organisasi tentunya dari setiap pelaku organisasi dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai organisasi. Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa top manajemen (Kepala Biro), disebut sebagai pemegang kendali organisasi. Dengan demikian selain ketiga pihak tersebut dapat kita kategorikan sebagai bukan partisipan utama tetapi sebagai partisipan pendukung. Apa yang dilakukan oleh partisipan tentunya disebut partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang yang patut diambil oleh seseorang sesuai jabatannya (Sedarmayanti, 2003). Suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yaitu kinerja yang diharapkan dengan penerapan konsep good corporate governance. Penerapan GCG dalam rangka mencapai organisasi rumah sakit yang bersih dan berwibawa serta mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat umum dengan lebih baik lagi dan memuaskan (Sedarmayanti, 2003).
Tanggung jawab ditandai dengan apakah kebijakan, program, dan tindakan pemerintah atau Rumah Sakit  menjawab kepentingan publik, dan seberapa banyak anggaran dialokasikan dan bagaimana keluhan atau kepuasan yang datang dari karyawan atau masyarakat (Sulistiyani, 2004).
Dalam penerapan prinsip responsibilitas menurut KNKG (2006) perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen.
1) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab social dengan antara lain peduli terhadap lingkungan karyawan dan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan 
2) Organisasi perusahaan harus berpegang terhadap prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan ataupun SOP perusahaan.
5 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance
Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan Corporate Governance dapat disebut antara lain (Maksum, 2005):
a. Dengan GCG proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.
b.  GCG akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan tempat mereka berinvestasi.
d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi Negara ini juga akanmenaikan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaaan Negara dari sektor pajak.
e. Karena dalam praktik GCG karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
f. Dengan baiknya pelaksanaan GCG, maka tingkat kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja dapat menekan biaya (cost) yang timbul akibat tuntutan stakeholders kepada perusahaan.
g. Penerapan GCG yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen cendrung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.
6 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Corporate Governance
Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal (Daniri, 2005:20).
a. Faktor Eksternal
Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya:
1) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
3) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yangefektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan). 
4) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
5) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.
b  Faktor Internal
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
1) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5)  Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 
7 Loyalitas Karyawan
a. Definisi Loyalitas 
		Menurut Martoyo (dalam Sasmitaningrum, 2008) mengemukakan bahwa perhatian terhadap karir individual dalam  perencanaan karir yang telah ditetapkan, penilaian prestasi kerja yang baik, tertib dan benar, serta pemberian upah akan dapat meningkatkan loyalita kerja pada perushaan dimana mereka bekerja.
		Gilbert (Trianasari, 2005) berpendapat agar karyawan mempunyai loyalitas kerja yang tinggi pada perusahaan dilakukan dengan cara mengambil perhatian, memuji kemajuan, pemindahan, kenaikan upah, promosi jabatan , memberitahukan kepada karyawan tentang apa yang terjadi pada perusahaan, membiakannya mengerti bagaimana bekerja dengan baik serta mau mendengarkan keluhan para karyawan. 
		Menurut Hyland (1997), memberikan pengertian mengenai loyalitas karyawan sebagai kesetiaan karyawan untuk tetap mempertaruhkan minat terbaiknya dan tetap meengikatkan diri pada perushaan dalam saat-saat susah maupun senang.
		Menurut Allen (dalam Turkyilma, 2011) loyalitas adalah keadaan psikologis dan hubungan karyawan dengan organisasi mereka bekerja yang memiliki implikasi untuk tetap berada pada organisasi.
		Menurut Utomo (2002), loyalitas karyawan adalah kesetiaan karyawan meneempatkan kepentingan perushaan diatas kepentingan pribadiny lebih lanjut. Utomo (2002) menjelaskan bahwa seorang karyawan yang bekerja lebih dari dua puluh tahun didaerah perusahaan tidak dapat disebut setia atau loyal, jika selama kurun waktu 20 tahun itu ia diam-diam melakikan korupsi yang merugikan perushaan secara finansial. Tetapi seorang karyawan yang baru bekerja tiga tahun diperushaan, bekerja lebih dari yang diminta dan mmengerti akan kesulitan perushaan, karyawan tersebut adalah karyawan yang setia. Karyawan yang loyal akan memperkuat ikatan antara organisasi karyawan, oleh karena itu, akan menarik untuk ikatan antara untuk dilakukan penelitian apakah sebuah ornganisasi itu benar-benar menghargai kesetiaannya.
		Menurut Rasimin (1988), loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab utnuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik.
		Loyalitas karyawan didefinisikan oleh Pina e Cunha (dalam Gill, Rob, 2011) sebagai karyawan komiitmen harus keberhasilan suatu organisasi, dan pengakuan bahwa bekerja untuk organisasi itu adalah pilihan terbaik mereka. Sambungan dan dukungan dipengaruhi oleh bagaimana karyawan mengidentifikasi dengan kombinasi budaya, struktur dan kepemimpinan dalam organisasi itu. Merupakan prediktor penting dari kepuasann karyawan adalah kompetensi yang dirasakan manaagement komunikasi (Madlock, dalam Gill, Rob, 2011). 
		Menurut Bettencourt, et al (2001),  menjelaskan bahwa loyalitas karyawan adalah perilaku anggota dalam sebuah organisasi yangn mencerminkan kesetiaan pada organisasi melalui promosi dan selalu menjaga citra perusahaan diluar perusahaan.
		Menurut Steers & Porter (1983), loyalitas karyawan adalah sejauh mana seseorang karyawan mengidentifikasikan tempat kerjannya yang ditunjukkan denga keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya dan proses dimana seseorang karyawan mengambil keputusan pasti untuk tidak keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim.
		Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat dikettahui bahwa cara meningkatkan loyalitas kerjaa pada karyawan adalah sesuatu yang sangat penting, karena diharapkan dengan adannya rasa loyalitas yang tinggi, maka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan perusahaan akan berhasil dengan baik. Cara meningkatkan loyalitas kerja dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi yang merupakan tempat para karyawan melakukan berbagai kegiatan yaitu dengan cara memperlakukan para karyawannyya sebagai rekan kerja, memberikan kejelasan pada karir, upah, dan segala kebijakan yang berlaku pada perusahaan. Agar loyalitas dapat ditingkatkan atasa diharapkan lebih menyelami pribadi para karyawannya dengan cara saling keterbukaan, memberikan pujian, serta mendengarkan keluhan para karyawan. Sedangkan di pihakj karyawan untuk menigkatkan loyalitas kerja adalah dengan cara, membina hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun sesama rekan kerja. 
b. Aspek- Aspek Pengukuran Loyalitas Karyawan
		Pendapat lain dikemukakan oleh Steers dan Porter (1983) yang menyatakan bahwa loyalitas karyawan terhadap perusahaan ditandai oleh adanya tiga aspek, yaitu :
1) Kepercayaan yang kuat dan penerimaan pada tujuan dan nilai-nilai organisasi
2) Kemampuan untuk berusaha sekuatnya demi organisasi dan,
3) Dorongan yang kuat untuk memertahankan keanggotaanya dalam organisasi.
		Simmons (1999) mengungkapkan bahwa ada tiga unsur utama yang dapat dilakukan oleh karyawan dalam memberkan perhatian kepada masalah seputar perusahaan agar atasan merasakan loyalitasnya kepada perusahaan. Pertama, inisiatif. Atasan sangat senang mempunyai pekerja yang penuh inisiatif dalam mengerjakan sesuatu tidak hanya menunggu perintah dan koreksi dari atasan. Inisiatif yang dimaksud adalah mengesah kepekaan untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan tanpa harus menuggu perintah dan koreksi dari atasan. Inisisatif yang dimaksud adalah mengasah kepekaan untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah. Dengan begitu pekerjaan akan dinilai memiliki yingkat partisispasi tinggi dan memiliki rasa tangung jawab terhadap perusahaan. Kedua, cepat tangap dan perhatian. Pekerja selalu menerima tangung jawab yang diberikan atasan tanpa berfikir dua kali dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Jika tidak yakin, tidak langsung menolak tugas, tetapi minta waktu lebih untuk mempelajarinya, menunjukkan perhatian terhadap rekan kerja lain dan mau bekerja ekstra tanpa harus dibayar uang lembur. Ketiga, bersikap proaktif. Pekerja mempunyai sikap aktif dan selalu menganisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam perusahaan dengan menunjukkan solusi-solusi yang dimiliki untuk mengatasi segala permasalahan. Tidak menunggu pekerjaan atau permasalahan muncul. Justru sebaliknya mengejar permasalahan tersebut hingga menemukan jalan keluar.
		Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri tentang loyalists karyawan terhadap perusahaan, yaitu :
1) Keinginan untuk tetap mengikatkan diri pada perusahaan.
2) Adanya keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya demi perusahaan.
3) Kepercayaan yang kuat dan penerimaan pada tujuan dan nila-nilai organisasi.
4) Adanya keinginan untuk menempay\tkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi.
Loyalitas, menurut Siswanto (1987) memiliki beberapa unsur yaitu :
1) Ketaatan dan kepatuhan
Merupakan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan di kedinasan yang berlaku, dan mentaati perintah dinas yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta sangup tidak melanggar larangan yang ditentukan.
2) Tanggung jawab
Merupakan kesanggupan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan.
3) Pengabdian
Merupakan sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas dan komitmen karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara optimal untuk meningkatkan productifitas perusahaan. 
4) Kejujuran
Karyawan yang jujur adalah karyawan yang selalu melaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa merasa di paksa, Tidak menyalahkan wewenang apa adanya dan melaporkan hasil pekerjaan terhadap atasan.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Karyawan 
			Banyak faktor yang menjadikan seorang karyawan menjadi loyal. Menurut Flippo (dalam wibiesono, 2009) factor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas karyawan diantaranya : 
1) Kepuasan kerja
2) Kompensasi atau insentif
3) Komunikasi yang efektif
4) Motifasi yang diberikan oleh perusahaan
5) Tempat kerja yang nyaman
6) Pengembangan karir
7) Penilaian kinerja
8) Pengadaan pelatihan dan pendidikan karyawan
9) Partisipasi kerja
10) Pelaksaan kesehatan dan keselamatn kerja
11) Hubungan dengan karyawan lain
			Menurut Gouzaly (Dalam Nurmatin, 2007) bahwa penyebab rendahnya loyalitas karyawan adalah :
1) Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan kerja.
2) Waktu kerja kurang fleksibel.
3) Rendahnya motifasi pegawai.
4) Struktur organisai yang kurang jelas, sehingga tugas dan tangung jawab kabur.
5) Rancangan pekerjaan kurang baik, dirasa kurang menantang.
6) Rendahnya kualitas manajemen yag terlibat pada kurangnya perhatian pada karyawan maupun konsumen.
7) Rendahnya kemampuan kerja atasan yang tidak mendukung berhasilnya kerja dalam tim.
8) Kurang terbukanya kesempatan dalam pengembangan karir.
		Banyak factor yang menjadikan seorang karyawan menjadi loyal, diantaranya kepuasan kerja, konpensasi atau insentif, komunikasi yang efektif, motivasi yang diberikan oleh perusahaan, tempat kerja yang nyaman, pengembangan karir, pengadaan pelatihan dan pendidikan karyawan, partisipasi kerja, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hubungan dengan karyawan lain.
	Menurut Steers & Porter (1983), faktor-faktor yang menyebabkan adanya loyalitas karyawan yaitu：
a) Karakteristik pribadi, merupakan factor yang menyangkut karyawan itu sendiri yang meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan prestasi yang dimiliki, ras dan sifat kepribadian.
b) Karakteristik pekerjaan. Menyangkut pada seluk beluk perusahaan yang dilakukan meliputi tantangan kerja, job stress, kesempatan untuk berinteraksi social, identifikasi tugas, umpan balik dan kecocokan tugas. Penyesuaian diri termasuk kedalam proses interaksi social, dimana seorang karyawan dituntut untu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kerjanya berada meliputi semua elemen pendukung perusahaan, terutama dengan sumber daya manusia.
c) Karakteristik desain perusahaan, menyangkut pada intern perusahaan itu yang dapat dilihat dari sentralisasi, tingkat formalitas, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah enajukan berbagai tingkat asosiasi dengan tanguung jawab perusahaan. Ketergantungan fungsional atau fungsi control perusahaan.
d) Pengalaman yang diperoleh dari perusahaan, yaitu internalisasi individu terhadap perusahaan setelah melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan tersebut meliputi sikap positif terhadap perusahaan, rasa percaya terhadap perusahaan, sehingga menimbulkan rasa aman, merasakan adanya kepuasan pribadi yang dipenuhi oleh perusahaan.
	Berdasarkan faktor-faktor yang telah diungkapkan diatas dapat dilihat bahwa masing-masing faktor mempunyai dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga tuntutan loyalists yang diharapkan oleh perusahaan baru dapat terpenuhi apabila karyawan memiliki karakteristik seperti yang diharapkan dan perusahaan sendiri telah mampu memenuhi harapan-harapan karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa factor yang mempengaruhi loyalists tersebut meliputi : adanya fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, suasana kerja upah yang diterima, karakteristik pribadi individu atau karyawan, karakteristik pekerjaan, karakteristik desain perusahaan, dan pengalaman yang diperoleh selama karyawan menekuni pekerjaan itu.
8 Kepercayaan (Trust)
1) Definisi Kepercayaan (Trust)
Menurut Robbins dan Judge (2008), Kepercayaan adalah suatu harapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara oportunistik. Istilah oportunistik merujuk pada risiko di dalam hubungan berbasis kepercayaan. 
Berdasarkan Demircan dan Ceylan, yang dikutip oleh Amelia dan Masruroh (2013) kepercayaan adalah hal penting dalam semua hubungan di sebuah organisasi, khususnya hubungan antara staf dan pimpinan karyawan. Kepercayaan merupakan sebuah komponen penting dari kehidupan yang memiliki konsekuensi yang menguntungkan staf dan organisasi. Hal ini diakui sebagai faktor yang menjamin karyawan bergerak menuju tujuan bersama dan bekerja sama dalam mengejar tujuan tersebut. Oleh karena itu, pimpinan perlu memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kepercayaan antara karyawan dan bekerja dengan karyawan yang percaya satu sama lain. Menurut Cumming dan Bromiley, yang dikutip oleh Altuntas dan Baykal (2010) konsep kepercayaan telah didefinisikan sebagai: rasa percaya diri dan komitmen tanpa persepsi ketakutan, dan keraguan, seseorang percaya bahwa ia akan menerima dukungan dan kolaborasi dalam memecahkan masalah pada saat dibutuhkan, tanpa adanya motif tersembunyi yang mendasari dan/atau pikiran negatif pada bagian dari orang lain. Kepercayaan Organisasi yang merupakan dasar dari hubungan interorganisasi, memiliki beberapa definisi dalam literatur. 
2) Jenis Kepercayaan 
Menurut Robbins dan Judge (2008), terdapat 3 jenis kepercayaan, yaitu : 
a) Kepercayaan Berbasis Pencegahan  Kepercayaan yang didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya  pembalasan dendam jika kepercayaan dikhianati.
b) Kepercayaan Berbasis Pengetahuan Kepercayaan didasarkan pada kemampuan memprediksi perilaku yang bersumber dari pengalaman berinteraksi. Kepercayaan ini terbentuk jika anda memiliki informasi yang memadai mengenai seseorang sehingga anda mengenal mereka dengan cukup baik dan dapat memperkirakan perilaku mereka dengan tepat.
c) Kepercayaan Berbasis Identifikasi  kepercayaan berdasarkan pemahaman atas niat orang lain dan menghargai keinginan pihak lain. Kepercayaan ini juga merupakan jenis kepercayaan yang idealnya mesti dicapai oleh manajer dalam tim.
3) Definisi Kepercayaan Organisasi 
Kepercayaan organisasi, yang merupakan dasar hubungan intraorganisasional, memiliki beberapa definisi dalam literatur. Menurut Cummings dan Bromiley, yang dikutip oleh Altuntas dan Baykal (2010), kepercayaan organisasi adalah keyakinan dari individu atau kelompok secara keseluruhan bahwa individu atau organisasi akan melakukan segala upaya, baik expilcit maupun tersirat, dengan itikad baik untuk bertindak sesuai dengan komitmen, bahwa kejujuran dalam hubungan akan memastikan konsekuensi dari komitmen, dan bahwa orang-orang yang terlibat tidak akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari orang lain bahkan jika mereka memiliki kesempatan. 
Istilah lainnya menurut Demircan dan Ceylan yang dikutip oleh Altuntas dan Baykal (2010), Kepercayaan Organisasi adalah di mana pegawai merasa mendapatkan dukungan yang ditawarkan oleh organisasi kepada dirinya, dan rasa percaya diri dalam pemimpin maupun karyawan bahwa mereka telah jujur dan konsisten dengan kata-kata mereka. 
Berdasarkan Zalabak et al, dikutip oleh Debora (2006) Kepercayaan Organisasi adalah harapan positif yang dimiliki individu mengenai tujuan dan perilaku dari anggota kelompok yang lain berdasarkan peraturan organisasi, pengalaman dan saling ketergantungan. Kepercayaan organisasional terjadi pada beberapa level (individu, kelompok, institusi) dan memiliki sifat-sifat: 1) berakar pada budaya organisasi, yang berarti bahwa kepercayaan terikat erat pada nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan dari budaya organisasi, 2) berbasis komunikasi, yang berarti bahwa kepercayaan adalah keluaran dari perilaku komunikasi, seperti misalnya menyediakan informasi yang akurat, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai keputusan-keputusan dan menunjukkan keterbukaan, 3) bersifat dinamis, yang berarti bahwa kepercayaan mengalami perubahan secara konstan ketika ia berdaur melalui fase-fase pembangunan, menjadi stabil, dan menjadi larut, 4) bersifat multidimensional, yang berarti kepercayaan terdiri dari banyak faktor pada tingkat kognitif, emosional, dan perilaku, di mana ketiganya memengaruhi persepsi seseorang atas kepercayaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan Organisasi merupakan dukungan yang diberikan oleh pemimpin dan seluruh anggota organisasi terhadap tugas karyawan, yang diharapkan dapat dikerjakan dengan baik, benar, dan tepat waktu demi mencapai tujuan organisasi.
5 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Loyalitas Karyawan.
Corporate Governance menjadi topik yang popular di dalam dunia akademik maupun dunia bisnis saat ini. Corporate Governance juga menjadi salah satu penunjang dalam mengembangkan sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, yaitu dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Good Corporate Governance menjadi salah satu kunci bagi perusahaan untuk bisa manjadi perusahaan yang lebih baik lagi. 
Penerapan Good Corporate Governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggung jawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi. Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi tertentu dengan prinsip- prinsip mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para stakeholders. Ada empat komponen  utama yang diperlukan dalam konsep Good Corporate Governance menurut Kaen and Shaw (2003) yaitu fairness, tranparency, accountability, dan responsibilitas.  Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas perusahaan terutama bagian pelaporan keuangan dan juga dapat menjadi penghabat aktifitas rekayasa kinerja yang tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan sehingga terbentuk loyalitas karyawan yang tinggi pada perusahaan.
Dari teori yang digunakan, yaitu KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) (2006), mengatakan bahwa prinsip Keadilan (fairness) adalah perlakuan perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya didapatkan. Prinsip fairness adalah hal yang mendasar bagi perusahaan, dimana bila tidak adanya kesetaraan, tidak adanya keadilan bagi karyawan Rumah Sakit Jogja, maka dapat dipastikan setiap karyawan pada Rumah Sakit Jogja tidak akan menghormati dan menghargai sesamanya. Keterbukaan (Transparency) bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Jika prinsip keterbukaan (Tranparency) dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen di Rumah Sakit Jogja (Daniri, 2005). Akuntabilitas (Accountability) adalah kejelasan fungsi, stuktur, system, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau Manajer. Atau justru sebaliknya, Komisaris atau Manager mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan oleh Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar terciptanya suatu mechanism cheks anda balances kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan (Daniri, 2005). Tanggung jawab (Rensponsibility) perusahaan adalah keterlibatan yang aktif pada suatu organisasi tentunya dari setiap pelaku organisasi dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai organisasi. Dari definisi tersebut kita dapat memahami bahwa top manajemen (Kepala Biro), disebut sebagai pemegang Kendali organisasi Tanggung jawab yang dimaksud adalah pemenuhan tangung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil oleh seseorang sesuai jabatannya (Sedarmayanti, 2003).
Loyalitas adalah suatu sikap mental dari karyawan yang ditunjukan dengan sikap setianya terhadap perusahaan walaupun perusahaan dalam keadaan baik maupun dalam keadaan terburuk. Maka dari itu loyalitas juga bisa diartikan sebagai kesetiaan yang diberikan karyawan kepada perusahaan dimana perusahaan mampu membalasnya dengan sangat baik kepada karyawan. Menurut kamus ilmiah populer loyalitas berasal dari kata loyal yang bearti setia. Dalam hal ini loyalitas dapat diartikan sebagai kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Menurut Tjiptono (2006) loyalitas merupakan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan yang akan dapat menimbulkan rasa tangung jawab. Menurut Nitisemito (2004) loyalitas merupakan suatu sikap mental karyawan yang ditunjukan kepada keberadaan perusahaan sehinga karyawan akan tetap bertahan dalam perusahaan, meskipun perusahaan tersebut maju atau mundur.
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Alvin dan Mustamu (2014) mengenai Penerapan Good Corporate Governance (GCG) memiliki implikasi manajerial yang kuat dalam memperkokoh perusahaan. Di sisi lain, kinerja karyawan, dan loyalitas karyawan adalah beberapa aspek yang menjadi pusat kajian tentang Organizational Citizenship Behavior (OCB). Dengan adanya loyalitas dari karyawan perusahaan, memberikan dampak yang positif juga bagi perusahaan. Dalam  penelitian yang  dilakukan Sudiro (2014) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Transparancy , Accountability, Rensponsibility, Indenpendensi, Dan Fairness terhadap Loyalitas karyawan sebesar 75,6 % . Keterbukaan atau Transparency merupakan faktor terpenting yang harus di terapkan di perusahaan karena dengan adanya Keterbukaan antara pemimpin dan karyawan tentu akan menjalin ikatan baik dan saling mengerti sehingga dapat meningkatkan loyalitas yang tinggi pada perusahaan.
Penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsiyah (2011) mengenai implikasi Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Dan Kinerja Pegawai Di Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa di era globalisasi seperti ini seharusnya suatu organisasi lebih meningkatkan good corporate Governance untuk memperbaiki loyalitas pegawai terhadap organisasinya. Dengan adanya loyalitas yang baik di suatu organisasi maka akan meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance di pengadilan negeri Surakarta dengan menggunakan 4 faktor yaitu Wawasam kedepan, Keterbukaan, Tanggung Jawab, dan Keadilan atau Kesetaraan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, ditarik beberapa kesimpulan yaitu , berdasarkan analisis descriptive diketahui bahwa adanya Pengaruh Good Corporate Governance positif terhadap Loyalitas karyawan sebesar 94,7 persen. 
Adapun hipotesis yang dapat disusun berdasarkan hal diatas yaitu:
H7 	: Keadilan atau Kesetaraan memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Keadilan atau Kesetaran maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Keadilan atau Kesetaraan maka semakin rendah Loyalitas karyawan.
H8	: Keterbukaan memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Keterbukaan maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Keterbukaan maka semakin rendah Loyalitas karyawan.
H9	:  Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Akuntabilitas maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Akuntabilitas maka semakin rendah Loyalitas karyawan.
H10	: Tanggung jawab memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Tanggung jawab maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Tanggung jawab maka semakin rendah Loyalitas karyawan.

6 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepercayaan Pada Organisasi
Salah satu cara yang ditempuh manajer rumah sakit untuk meningkatkan hasil kerja yang baik dan memperoleh keuntungan organisasi secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan adalah melalui manajemen organisasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini prinsip- prinsip Good Corporate Governance (GCG) memegang peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja suatu organisasi yang baik (Surya, 2008). Penerapan good corporate governance dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi rumah sakit menjadi lebih baik lagi. Tujuan utama penerapan prinsip GCG adalah mencapai optimalisasi kinerja para karyawan yang intinya akan meningkatkan kinerja organisasi, maka kepentingan manajemen dan karyawan haruslah mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan kedudukan masing-masing.
Menurut Altuntas dan Baykal (2010) konsep kepercayaan telah didefinisikan sebagai rasa percaya diri dan komitmen tanpa persepsi ketakutan, dan keraguan, seseorang percaya bahwa ia akan menerima dukungan dan kolaborasi dalam memecahkan masalah pada saat dibutuhkan, tanpa adanya motif tersembunyi yang mendasari dan atau pikiran negatif pada bagian dari orang lain. Kepercayaan Organisasi yang merupakan dasar dari hubungan interorganisasi, memiliki beberapa definisi dalam literatur.  
Pada penelitian yang dilakukan oleh Memiyanti, dkk (2015) mengenai etika kepemimpinan dan kepercayaan karyawan bahwa perspektif pemerintahan, menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara dimensi-dimensi kepimimpinan dan kepercayaan karyawan dilihat dari tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. 
Menurut  penelitian Solomon (2004) mengemukakan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka akan membuat dewan pengurus bekerja lebih efektif dan mudah diawasi karena adanya transparansi informasi antara dewan pengurus dengan para stakeholder. Selain itu lebih lanjut menurutnya, dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance perusahaan dapat bekerja dengan lebih independen, tanpa adanya benturan kepentingan (conflict of interest), sehingga perusahaan akan terlihat lebih accountable dihadapan para pemilik dan para pemangku kepentingan. Dan hal ini akan menjaga komunikasi dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. 
Adapun hipotesis yang dapat disusun berdasarkan hal diatas yaitu:
H1	: Good Corporate Governance memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Good Corporate Governance maka akan semakin tinggi pula Kepercayaan pada Organisasi. Tapi, jika semakin buruk Keadilan atau Kesetaraan maka semakin rendah Kepercayaan pada Organisasi .
H2 	: Keadilan atau Kesetaraan memiliki pengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Organisasi.
   		Semakin baik Keadilan atau Kesetaran maka akan semakin tinggi pula Kepercayaan pada Organisasi. Tapi, jika semakin buruk Keadilan atau Kesetaraan maka semakin rendah Kepercayaan pada Organisasi.
H3	: Keterbukaan memiliki pengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Organisasi.
	Semakin baik Keterbukaan maka akan semakin tinggi pula Kepercayaan pada Organisasi. Tapi, jika semakin buruk Keterbukaan maka semakin rendah Kepercayaan pada Organisasi.
H4	:  Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Organisasi. 
	Semakin baik Akuntabilitas maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Akuntabilitas maka semakin rendah Kepercayaan pada Organisasi.
H5	: Tanggung jawab memiliki pengaruh positif terhadap Kepercayaan pada Organisasi. 
	Semakin baik Tanggung jawab maka akan semakin tinggi pula Kepercayaan pada Organisasi. Tapi, jika semakin buruk Tanggung jawab maka semakin rendah Kepercayaan pada Organisasi.

7 Pengaruh Kepercayaan pada Organisasi Terhadap Loyalitas Karyawan
Menurut teori tentang loyalitas yang dikemukakan oleh Steers & Porter (1983), proses terciptanya loyalitas kerja dalam perusahaan berhubungan dengan dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan, dan kepercayaan yang pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai perusahaan.
Selain loyalitas, berdasarkan Demircan dan Ceylan, yang dikutip oleh  Amelia dan Masruroh (2013) kepercayaan adalah hal penting dalam semua hubungan di sebuah organisasi, khususnya hubungan antara staf dan pimpinan karyawan. Kepercayaan merupakan sebuah komponen penting dari kehidupan yang memiliki konsekuensi yang menguntungkan staf dan organisasi. Hal ini diakui sebagai faktor yang menjamin karyawan bergerak menuju tujuan bersama dan bekerja sama dalam mengejar tujuan tersebut. Oleh karena itu, pimpinan perlu memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kepercayaan antara karyawan dan bekerja dengan karyawan yang percaya satu sama lain. 
Berdasarkan penelitian yang di publis Kupreychenko dan Rybakova oleh (2014) mengenai Trust, Loyalty, and culture in organization, bahwa karyawan adalah sumber daya utama organisasi apapun, akan ketulusan, kebajikan, kepercayaan dan kesetiaan dari karyawan adalah merupakan keunggulan kompetitif utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa hubungan antara fenomena organisasi psikologis yang berbeda, seperti kepercayaan, kesetiaan, dan budaya organisasi dalam organisasi dengan berbagai bidang kegiatan. Hasil dari perbandingan dan analisis korelasi kepercayaan, kesetiaan dan jenis budaya organisasi telah memberikan bukti positif dari semua hipotesis. Hasil menyarankan bahwa komponen terpisah kepercayaan, kesetiaan, dan budaya yang berhubungan antara satu sama lain. Budaya organisasi terkait dengan organisasi kepercayaan dan loyalitas karyawan, yaitu jenis budaya memerlukan kombinasi tertentu dari indikator kepercayaan dan kesetiaan. Organisasi kepercayaan berkaitan dengan loyalitas karyawan, yaitu masing-masing komponen organisasi kepercayaan akan menentukan tingkat tertentu setiap jenis kesetiaan (organisasi, profesional, tenaga kerja). Selain itu perbedaan pilihan budaya dan indeks sebenarnya terbalik berkaitan dengan keseluruhan tingkat kepercayaan dan loyalitas.
Dalam penelitian Sirdesmukh, et al. (2002) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari : variable trust kepada frontline employee dan management policies and practices yang kemudian membentuk loyalitas berdasarkan pengukuran melalui variabel  operational competence, operational problem solving dan operational benevolence .
Ovidiu and Iliuta Dobre, (2013) dalam penelitiannya tersebut menyatakan bahwa diperlukan kepercayaan karyawan pada organisasi dalam pemberdayaan dan partisipasi karyawan tidak hanya meningkatkan efisiensi, pertumbuhan dan inovasi tetapi mereka juga meningkatkan motivasi karyawan dan kepercayaan dalam organisasi dengan kata lain, jika karyawan merasa dihargai dalam kerja dan terlibat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan semangat dan motivasi mereka akan menyebabkan produktivitas lebih baik dan loyalitas yang tinggi pada karyawan. Pada penelitian ini, adanya hubungan antara kepercayaan pada organisasi dengan tingkat loyalitas karyawan di suatu perusahaan.
Adapun hipotesis yang dapat disusun berdasarkan hal diatas yaitu:
H6	: Kepercayaan pada Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas. 
	Semakin baik Kepercayaan pada Organisasi maka akan semakin tinggi pula Loyalitas karyawan. Tapi, jika semakin buruk Kepercayaan pada organisasi maka semakin rendah Loyalitas karyawan .

2.3 	Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian
Untuk lebih jelas melihat maksud dalam penelitian ini, penulis memberikan kerangka pemikiran untuk melihat hubungan variable independen Pengaruh Penerapan Unsur - Unsur Good Corporate Governance dilihat dari aspek – aspek atau dimensi Keadilan/kewajaran (Fairness) Keterbukaan (tranparancy), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab/Responsibilitas (Responsibility) terhadap Loyalitas dengan mediator komitmen organisasional (studi kasus pada karyawan di Rumah Sakit Jogja) dapat digambarkan sebagai berikut :
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	Gambar 2.1. kerangka Pemikiran


		Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
1 Variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), secara serentak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
2 Dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
3 Dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
4 Dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
5 Dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan pada organisasi di Rumah Sakit Jogja?
6 Variabel Good Corporate Governance yang terdiri dari, dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness), Variabel Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility) dan Kepercayaan pada Organisasi, secara serentak mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
7 Dimensi Keadilan/Kesetaraan (Fairness) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
8 Dimensi Keterbukaan (Transparency) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
9 Dimensi Akuntabilitas (Accountability) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalitas pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
10 Dimensi Tanggung Jawab (Responsibility) dalam Good Corporate Governance mempunyai pengaruh terhadap Loyalias pada karyawan di Rumah Sakit Jogja?
11 Adanya pengaruh tidak langsung Kepercayaan pada Karyawan terhadap Loyalitas di rumah sakit Jogja?
12 Adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keadilan/Kesetaraan (Fairness)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
13 Adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Keterbukaan  (Transparency) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
14 Adanya pengaruh  tidak langsung Variabel Akuntabilitas (Accountability) terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?
15 Adanya pengaruh  tidak langsung Tanggung Jawab (Responsibility)  terhadap Loyalitas melalui Kepercayaan pada karyawan di rumah sakit Jogja?









BAB III
METODE PENELITIAN


3.1	Desain Penelitian
		Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausal karena metode penelitian yang digunakan menjelaskan tentang hubungan kausal antar variabel dan juga menggambarkan hubungan atau pengaruh antar variabel.

3.2	Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.1 Populasi
Menurut Sugiyono (2008), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi merupakan seluruh bagian yang ada di Rumah Sakit Jogja yang terbagi dalam beberapa bagian atau kelompok tenaga kesehatan berdasarkan struktur organisasi di Rumah Sakit Jogja. Semua bagian yang menjadi populasi terdiri dari 665 pegawai dalam tabel sebagai berikut :





	Tabel 3.1
	Populasi
	No
	Kelompok Tenaga Kesehatan
	Jenis Tenaga Kesehatan
	Jumlah

	1
	Tenaga medis
	Doter Spesialis
Dokter Umum
Dokter Gigi Spesialis
Dokter Gigi Umum
	38
21
2
2

	2
	Tenaga Keperawatan
	Bidan
Perawat
Perawat Gigi
	29
235
4

	3
	Tenaga Kefarmasian
	Apoteker
Asisten Apoteker
	11
26

	4
	Tenaga keteknisian Medis
	Perekam Medis
Analisis kesehatan (Patologi kilnik)
Radiografer
Teknisi Transfusi Darah
Teknisi Elektronik Medis
	35
16
7
5
3

	5
	Tenaga Keterampilan Fisik
	Fisiotherapy
Ortotik Protetik
Okupasi Terapis
Terapis Wicara
Akupunturis
	5
1
2
2
2

	6
	Tenaga Gizi
	Nutrisionis
	9

	7
	Tenaga kesehatan Masyarakat
	Sanitasi
Pramu husada
	6
24

	8
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)
	Pegawai umum
	180

	JUMLAH
	665


3.2.2 Sampel
	No
	Kelompok Tenaga Kesehatan
	Jumlah
Populasi
	Jumlah
Sample

	1
	Tenaga medis
	63
	13

	2
	Tenaga Keperawatan
	268
	57

	3
	Tenaga Kefarmasian
	37
	7

	4
	Tenaga keteknisian Medis
	66
	13

	5
	Tenaga Keterampilan Fisik
	12
	2

	6
	Tenaga Gizi
	9
	2

	7
	Tenaga kesehatan Masyarakat
	30
	6

	8
	Jabatan Fungsional Umum (JFU)
	180
	36

	JUMLAH
	665
	136


Setelah populasi distratakan secara bermakna, sampel anggota dari tiap strata dapat diambil menggunakan prosedur pengambilan sampel acak sederhana yaitu pengambilan sampel acak berstrata proporsional yang dimana peneliti dapat memutuskan untuk memasukkan dalam sampel 20% anggota dari setiap strata (Sekaran, 2006). Yaitu, anggota yang mewakili dalam sampel dari tiap strata akan proposional terhadap total jumlah elemen dalam strata yang bersangkutan seperti pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2
Sampel



















Tabel 

Sumber : Data Primer Rumah Sakit Jogja (2017)

3.3	Defenisi Operasional
3.3.1	Variabel Kepercayaan Pada Organisasi ()
Kepercayaan organisasi, yang merupakan dasar hubungan intraorganisasional, memiliki beberapa definisi dalam literatur. Menurut Bromiley, yang dikutip oleh Altuntas dan Baykal (2010), kepercayaan organisasi adalah keyakinan dari individu atau kelompok secara keseluruhan bahwa individu atau organisasi akan melakukan segala upaya, baik expilcit maupun tersirat, dengan itikad baik untuk bertindak sesuai dengan komitmen, bahwa kejujuran dalam hubungan akan memastikan konsekuensi dari komitmen, dan bahwa orang-orang yang terlibat tidak akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari orang lain bahkan jika mereka memiliki kesempatan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :
1) Kesetiaan karyawan pada nilai organisasi dan pedoman perilaku yang dipandu oleh budaya organisasi (norma dan keyakinan) 
2) Keterbukaan mengenai informasi dan kejelasan sebuah keputusan 
3) Dinamika perubahan secara konstan pada kepercayaan 
4) Kognitif , emosional , perilaku.
3.3.2 	Variabel Loyalitas (Y2)
Loyalitas karyawan diartikan sebagai kesetiaan karyawan yang ditunjukkan dengan menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, tetap mengikatkan diri pada perusahaan baik dalam saat-saat susah maupun senang dan tidak akan keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan ekstrim.
Semakin tinggi skor skala yang diperoleh berarti semakin tinggi loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah skor skla yang di peroleh berarti semakin rendah loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Adapun indikatornya sebagai berikut :
a) Percaya dan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi
Diukur dari tingginya kepercayaan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, kesediaan karyawan menerima nilai-nilai yang berlaku di perusahaan dan tujuan perusahaan
b) Senang bekerja di sebuah organisasi
Diukur dari perasaan senang yang dimiliki karyawan saat bekerja di perusahaan.
c) Bangga menjadi bagian sebuah organisasi
Diukur dari rasa bangga yang dimiliki karyawan untuk menerima dan mempelajari hal-hal baru dalam perusahaan.
d) Belajar dari organisasi
Diukur dari kesediaan karyawan untuk menerima dan mempelajari hal-hal baru  dalam perusahaan.
e) Setia pada perjanjian yang tercantum dalam kontrak kerja
Diukur dari kesediaan karyawan untuk mentaati kesepakatan kerja yang telah dibuat sebelumnya.


3.3.3 	Variabel Keadilan (X1)
Dari teori yang digunakan, yaitu KNKG (2006), mengatakan bahwa prinsip fairness adalah perlakuan perusahaan terhadap pihak – pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya didapatkan. 
Adapun indikator pengukuran berdasarkan teori yang sudah di paparkan adalah sebagai berikut :
a) Atasan selalu memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menyampaikan pendapat
b) Atasan adil dan wajar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
c) Atasan selalu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkarier.
d) Atasan selalu profesional dalam melaksanakan tugas.

3.3.4 Variabel Keterbukaan (X2)
Transparancy secara harfiah adalah jelas (obvious) dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Transparansi mendorong diungkapkannya kondisi atau informasi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut rumah sakit. Pemimpin menerapkan sikap jujur dalam menjalankan pekerjaannya (Surya, 2008).
Adapun indikator pengukuran berdasarkan teori yang sudah di paparkan adalah sebagai berikut :
a) Atasan selalu transparan dalam bekerja.
b) Atasan selalu komunikatif dengan pegawai .
c) Atasan selalu memberikan informasi yang akurat kepada pegawai.
d) Segala informasi selalu diberikan pemimpin kepada bawahan.
3.3.5  Variabel Akuntabilitas (X3)
Akuntabilitas dalam prinsip yang dikemukakan oleh KNKG (2006) adalah prinsip dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Atasan menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan terhadap karyawan.
Adapun indikator pengukuran berdasarkan teori yang sudah di paparkan adalah sebagai berikut :
a) Atasan menerapkan rincian tugas dan tanggung jawab secara secara jelas dan selaras dengan Visi , Misi, Sasaran, dan strategi perusahaan kepada karyawan.
b) Atasan selalu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai kopetensi karyawan.
c) Atasan mempunyai ukuran kinerja untuk semua jajaran karyawan.
d) Atasan memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and fanisment system) terhadap seluruh karyawan.
3.3.6 Variabel Tanggung Jawab atau Responsibilitas (X4)
Responsibility merupakan keterlibatan yang aktif, kalau pada suatu organisasi tentunya dari setiap pelaku organisasi dan stakeholders lain dalam menunjang peningkatan nilai organisasi seperti  pemenuhan tanggung jawab, hak, dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang yang patut diambil oleh seseorang sesuai jabatannya (Sedarmayanti, 2003).
Adapun indikator pengukuran berdasarkan teori yang sudah di paparkan adalah sebagai berikut :
a) Atasan selalu tegas terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran
b) Atasan selalu menerima resiko kalau ada kesalahan dari pegawai
c) Atasan bertanggungjawab atas bawahannya
d) Atasan melaksanakan kewajiban dalam menjalankan pekerjaanya.
3.4	Metode Pengumpulan Data
	3.4.1	Sumber Data
1 Data Primer
Data primer merupakan data yang yang di peroleh secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini diperoleh dari jawaban responden (Karyawan Rumah Sakit Jogja) terhadap kuesioner yang diedarkan di Rumah Sakit Jogja, yang kemudian dicatat dan di teliti.
2 Data Sekunder
Sedangkan untuk sekunder diperoleh dari jurnal, buku, data milik perusahaan (Rumah Sakit Jogja) yang materinya disesuaikan dengan materi yang dibutuhkan untuk penelitian ini seperti komposisi jumlah pegawai,dan literatur lain yang dapan mendukung penelitian ini.
Dalam pengumpulan data ini penelitian menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan kepada responden. Disini respondennya adalah karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Jogja. Penelitinan ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan atau diambil langsung dari responden. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner, yaitu suatu daftar yang telah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya diperkuat dengan wawancara untuk menggali data-data lainnya yang dianggap perlu dan dapat mendukung penelitian ini. Sebelum hasil kuesioner ini digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu di uji validitas dan uji reabilitas.
3.5	Uji Hipotesis
3.5.1 	Uji Validitas dan Reliabilitas
Agar instrumen dalam penelitian ini dapat memberikan data-data yang sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap instrumen tersebut. Pengujian terhadap instrumen penelitian tersebut dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas.

1 Uji validitas
Uji validitas ini dimaksudkan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skor total kuesioner tersebut dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%.
2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji penafsiran responden mengenai butir-butir pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian yang ditunjukkan oleh konsistensi jawaban yang diberikan. Uji realibilitas ini merupakan bentuk uji kualitas data yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari instrumen untuk mengukur konstruk (variabel) (Darmawan, 2013). Nilai batas yang diperkenalkan untuk menilai atau menguji apakah setiap variabel dapat dipercaya, handal dan akurat dipergunakan formula Koefisien Alpha dari Cronbach. Metode alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach alpha (α). Jadi, sebuah konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha >0,60.



3.6 	Alat Analisis Penelitian
3.6.1 	Analisis Deskriptif
	Analisis deskriptif digunakan bila tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu variabel / fenomena. Analisis deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang keberadaan gejala tersebut. Dengan demikian hasil olahan data dengan statistik ini hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada tahap generalisasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.
3.6.2	Analisis Inferensial
			Analisis Inferensial adalah teknik pengolahan data yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan, berdasarkan hasil penelitiannya pada sejumlah sampel terhadap suatu populasi yang lebih besar. Analisis statistik inferensial disebut juga dengan analisis uji hipotesis.
Penelitian ini secara spesifik ingin menguji hipotesis dari hubungan yang dimediasi yang dikenal sebagai analisis jalur (path analysis). Dalam menguji model mediasi yang sederhana maka akan digunakan perangkat analisis jenis regresi. Adapun analisis regresi yang digunakan berdasarkan model penelitian ini adalah analisi regresi berganda. Analisis regresi berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. 
Penggunaan metode analisis regresi berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 
Berikut adalah proses dari analisis inferensial :
1 Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah sebuah regresi, variabel dependen dan keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan deteksi normalitas. . Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan metode ini, maka normal tidaknya suatu data dapat dilihat dari nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011). 
b) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. 
Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF). Jika VIF lebih besar dari 10, maka antar variabel bebas (Independent variable) terjadi persoalan multikolinearitas dan sebaliknya bila VIF kurang dari 10 , maka antar variabel bebas tidak terjadi persoalan multikolinearitas (Ghozali, 2011). 
c) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas dan jika terjadi perbedaan varians maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Metode regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).
Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Spearman. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Uji Spearman dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen (X1, X2 dan X3). Adapun kriteria pengujiannya yaitu :
a) Ho: Tidak ada gejala heteroskedastisitas
b) Ha: Ada gejala heteroskedastisitas
Jika korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
3.6.3 	Analisis Regresi
Analisis regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variable yang lain.
a) Regresi Model I :
	Y1 = B11X1 + B12X2 + B13X3+ B14X4...........................  ( 1 )
	Keterangan :
	B1 = Nilai beta
	Y1 = Kepercayaan Pada Organisasi
	X1 = Keadilan (Fairness)
	X2 =  Keterbukaan (Transparency)
		X3 = Akuntabilitas (Accountability)
  = Tanggung Jawab (Responsibility)

Berikut merupakan bagan konsep regresi model I mengenai hubungan variabel secara langsung, adalah sebagai berikut :
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b) Regresi Model II :
		Y2 = B21X1 + B22X2 + B23X3 + B24X3  + 21Y1 ................. ( 2 )
	Keterangan :
	B1 = Nilai beta
	Y1 = Kepercayaan Pada Organisasi
	Y2 = Loyalitas
	X1 = Keadilan (Fairness)
	X2 =  Keterbukaan (Transparency)
	X3 = Akuntabilitas (Accountability)
  = Tanggung Jawab (Responsibility)

Berikut merupakan bagan konsep regresi model II mengenai hubungan variabel secara langsung, adalah sebagai berikut :
GAMBAR 3.2
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c) Uji t
		Setelah memahami tentang analisis regresi, penelitian ini akan dilanjutkan dengan Uji t. Uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing (individual)  variabel independen (Keadilan, Keterbukaan, Akuntabilitas, dan Tanggung jawab) terhadap variabel dependen (Loyalitas) dan variabel mediasi (Kepercayaan pada Organisasi). Pengambilan keputusannya adalah jika taraf signifikansi ≤ 0,05 maka variabel independen secara parsial (individual) berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika taraf signifikansi yang dihasilkan > 0,05 maka variabel independen secara parsial (individual) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.


d) Koefisien Determinasi (R2) 
	Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (0 < R2 < 1). R2 menunjukkan seberapa besar sumbangan X (pengaruh X) terhadap Y.
e) Uji F
	Untuk membuktikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji F statistik. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (serempak) mempengaruhi variabel dependen. Jika taraf signifikansi hasil pengujian ≤ 0,05 maka secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika taraf signifikansi > 0,05 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Adapun rumus dari Uji F, yaitu :

Keterangan :
	Fh = F hitung
	R2 = Koefisien determinasi
	k = Banyaknya variabel bebas
	n = Banyaknya sampel


3.6.4	Analisis Jalur (Path Analysis)
Path Analysis atau analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar dari perhitungan jalur adalah hasil analisis regresi. Analisis jalur dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Keadilan (X1), Keterbukaan (X2), Akuntabilitas (X3), dan Tanggung Jawab (X4) terhadap Loyalitas (Y2) dengan mediator Kepercayaan Pada Organisasi (Y1) di Rumah Sakit Jogja. 
		Dalam analisis jalur terdapat beberapa langkah sebagai berikut  :
a) Model Diagram Jalur
Langkah pertama dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan konsep dan teori. Secara teoritis dapat disimpulkan sebagai berikut :
· Variabel X1, X2,  X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y1
· Variabel X1,X2,X3, X4 dan Y1 berpengaruh terhadap Y2
b) Cara menganalisis pengaruh Langsung  dan Tidak Langsung
Langkah selanjutnya dalam analisi path adalah melakukan interorestasi hasil analisis. Pertama, dengan memperhatikan hasil validitas model. Kedua, hitung pengaruh total dari tiap variabel yang mempunyai kausal ke variabel endogen. Dalam analisis path, disamping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung. Koefisien  dinamakan koefisien path secara langsung. Sedangkan koefisien pengaruh tidak langsung dihitung dengan cara :
1) Pengaruh langsung 
		Untuk menghitung pengaruh langsung atau direct effect, digunakan formula sebagai berikut :
a Pengaruh variabel keadilan/kesetaraan terhadap Kepercayaan Pada Organisasi
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
b Pengaruh variabel keterbukaan terhadap Kepercayaan Pada Organisasi
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
c Pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Pada Organisasi
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
d Pengaruh variabel Tanggung Jawab / Responsibilitas terhadap Kepercayaan Pasa Organisasi
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
e Pengaruh variabel keadilan / kesetaraan terhadap Loyalitas
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
f Pengaruh variabel keterbukaan terhadap Loyalitas
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
g Pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap Loyalitas
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
h Pengaruh variabel Tanggung Jawab / Responsibilitas terhadap Loyalitas
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
i Pengaruh variabel Kepercayaan pada Organisasi terhadap Loyalitas
 = nilai Standardized Coefficient atau Beta = 
2) Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh tidak langsung  melalui  = 
Untuk menghitung pengaruh tidak langsung atau Indirect Effect, digunakan formula sebagai berikut :
a Pengaruh variabel keadilan / kesetaraan terhadap loyalitas melalui Kepercayaan pada Organisasi

b Pengaruh variabel keterbukaan terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi

c Pengaruh variabel akuntabilitas terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi

d Pengaruh variabel tanggung jawab / responsbilitas terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi

	Berikut merupakan bagan konsep model mengenai hubungan variabel secara ltidak angsung, adalah sebagai berikut :
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3) Pengaruh Total
	Untuk menghitung pengaruh total (total effect), digunakan formula sebagai berikut :
a Pengaruh variabel keadilan/kesetaraan terhadap loyalitas melalui Kepercayaan pada Organisasi
 + 
b Pengaruh variabel keterbukaan terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi
 + 
c Pengaruh variabel Akuntabilitas terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi
 + 
d Pengaruh variabel tanggung jawab / responsbilitas terhadap loyalitas melalui Kepercayaan Pada Organisasi
	
Maka, koefisien determinasi total () dihitung menggunakan rumus :
  = 1 – 

